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ABSTRAK 
 
YOGI ADITIYA PRANATA, NIM : 141211026. Model Komunikasi Dinas 
Pariwisata Surakarta Dengan Pelaku Usaha Dan MUI Dalam Pengembangan 
Halal Tourism Di Kota Surakarta. Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran 
Islam, Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah. Institut Agama Islam Negeri 
Surakarta. 2018. 
 
Skripsi ini berawal dari Dinas Pariwisata Surakarta yang menjadi pihak dari 
lingkungan pemerintah yang bertanggung jawab dalam apa saja hal-hal yang 
terkait tentang bidang pariwisata di kota Surakarta yang dikenal dengan kota yang 
terkenal dengan budayanya yang ramah. Ini menjadi potensi dari kota Surakarta 
untuk mengembangkan Halal Tourism. Terutama kota Surakarta yang memiliki 
banyak sekali para pelaku usaha yang menggunakan hukum syariah. Dengan 
banyaknya para pelaku usaha tersebut membuat para pelaku usaha yang lain mulai 
bersaing untuk menarik minat dari para wisatawan dalam mengembangkan 
pariwisatanya menjadi pariwisata halal. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 
meneliti bagaimana “Model Komunikasi Dinas Pariwisata Surakarta Dengan 
Pelaku Usaha Dan MUI Dalam Pengembangan Halal Tourism Di Kota 
Surakarta”. 
 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dimana 
peneliti melakukan penelitian secara langsung, melakukan observasi secara 
mendalam, menggambarkan dan menyajikan seluruh fakta yang telah didapatkan 
peneliti saat melakukan penelitian, lalu menarik hasil penelitian dan menarik 
kesimpulan penelitian. 
 
Hasil dari penelitian ini adalah Pengembangan Halal Tourism di Kota 
Surakarta sudah didukung dari potensi para pelaku usaha dari hotel, biro wisata 
dan kulinernya. Model Komunikasi yang digunakan oleh Dinas Pariwisata 
Surakarta adalah pihak dari Dinas melakukan komunikasi dengan para pelaku 
usaha, yang selanjutnya pihak dari para pelaku usaha berkomunikasi dengan pihak 
MUI dalam pemenuhan standarisasi pariwisata halal. Faktor yang menjadi 
pendukungnya adalah banyaknya para pelaku usaha yang menerapkan hukum 
syariah, kota Surakarta yang memiliki citra kota layak huni di Indonesia, letak 
kotanya yang strategis dengan kota lainnya, dan daya tarik wisata kota Surakarta 
yang banyak diminati oleh para wisatawan. Faktor yang menjadi penghambatnya 
adalah masih kurangnya pemahaman dari para pelaku usaha tentang apa saja yang 
harus dipenuhi dalam menerapkan pariwisata halal, sertifikasi dari pihak MUI 
masih di tingkat provinsi, banyaknya persaingan pembangunan hotel yang 
semakin banyak, dan belum adanya komunikasi yang terjadi antara pihak Dinas 
Pariwisata Surakarta dengan MUI. 
 
 
ix 
 
Kata kunci : Model Komunikasi, Halal Tourism. Dinas Pariwisata 
Surakarta. 
ABSTRACT 
 
YOGI ADITIYA PRANATA, NIM : 141211026. Communication Model 
Govenrment Tourism Surakarta With Enterprenuers and MUI For 
Development Halal Tourism At Surakarta City, A Thesis, Study 
Communication and Broadcasting Islamic, Faculty Of Islamic Theology and 
Preaching. State Islamic Institute of Surakarta. 2018. 
 
This thesis start from government tourism office from goverenment area 
that responsbility in the anything about tourism in the Surakarta that called 
friendly city. This is be the potential from Surakarta City for developing halal 
tourism. Surakarta city has a lot of enterpreuners that using syariah culture. With 
the much enterpreuner they are doing a competition for get the tourism interest in 
the development their tourism to become halal tourism. Because of that, 
researcher interesting to research how “communication model of government 
tourism office with enterpreuners and MUI in the development halal tourism at 
Surakarta City” 
 
This research using type of kualitatif descriptif, researcher do direcly 
research, do deep research observation, describe and present all facts was get 
when do research, then make a conclusion of research. 
 
Result of this research is development halal tourism  at Surakarta city was 
supported from the enterpreuners of hotel, travel agent, and culinary.  
Communication model that using of government tourism office is from 
goverentment doing communication with enterpreuners, and then enterpreuners 
doing communication with MUI for get halal tourism license. Factor that can be 
supported is a lot of enterpreuners using syariah culture, Surakarta city have 
image friendly city at Indonesia, and then Surakarta is have a strategic location 
with other city, and have tourism interest that in demand by tourist. The inhibitor 
factor are knowledge less of enterpreuner about anything that must be finished for 
apply halal tourism, sertificate  from MUI still in province level, a lot of 
competition Hotel building that increase every time, and not yet a communication 
between government tourism office with MUI. 
 
 
Keyword : Communication Model, Halal Tourism, Government Tourism 
Office Surakarta. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Model merupakan sebuah gambaran dari suatu yang berbentuk sistematis 
ataupun berbentuk abstrak. Namun model tidak hanya berbentuk sebuah 
gambar, namun dapat dipergunakan untuk menunjukkan sebuah objek yang 
mengandung kompleksitas proses didalamnya dan hubungan antar unsur-unsur 
didalamnya. Dalam pembentukannya, model diciptakan agar dapat 
mengidentifikasi dan mengkategorikan unsur-unsur yang relevan dari suatu 
proses yang membatu kita untuk merumuskan suatu teori dan menyarankan 
suatu hubungan. (Wiranto, 2004 :9) 
Pemahaman tentang model dapat dihubungkan dengan komunikasi yang 
saat ini mulai berkembang. Komunikasi saat ini semakin berkembang dan 
memiiliki kelebihan secara konseptualisasi sebagai transaksi dimana 
komunikasi tidak hanya membatasi kepada komunikasi yang disengaja atau 
memerlukan respons dari peneriman pesan, namun dapat terjadi secara tidak 
sengaja bahkan menghasilkan sebuah respon yang tidak dapat diamati dari 
penerima pesan. Dalam prosesnya komunikasi juga dapat berbentuk dinamis 
dan secara kontan berubah sesuai dengan situasi yang sedang berlangsung 
dalam komunikasi tersebut. Komunikasi yang terbentuk akan membentuk 
berbagai macam model yang beragam dan banyak ditemukan model 
komunikasi tersebut. (Rohim, 2009: 10) 
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Kota Solo dikenal sebagai daerah yang dikenal oleh masyarakat sebagai 
tujuan wisata dari para wisatawan yang berasal dari kota-kota besar. Letaknya 
yang berada dekat dengan kota Yogyakarta membuat para wisata juga datang 
dan singgah ke Kota Solo dan sebaliknya. Menurut Kajian Destinasi Pariwisata 
oleh BPPD (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Solo, pada tahun 
2014 Dinas Pariwisata mendata bahwa kunjungan wisatawan domestik di kota 
Solo mencapai angka 3.236.426 orang, sedangkan untuk wisatawan 
mancanegara mencapai 288.615 orang. Daya tarik dari even Pariwisata 
maupun budaya yang di gelar kota Solo menarik minat dan member keunikan 
dari wisata yang ada di kota Solo. Dari tahun 2008-2013 trend pendapatan dari 
sektor Pariwisata kota Solo selalu mengalami peningkatan.  
Istilah Halal biasanya identik ataupun berkaitan dengan makanan dan 
minuman. Dalam Al-Quran dan hadits Nabi istilah halal memiliki 2 pengertian. 
Pengertian pertama yakni halal benda (bahan) nya dan cara memprosesnya, dan 
pengertian kedua adalah halal dalam mengusahakan dan mendapatkannya. 
Dalam pengertian yang pertama halal benda (bahan atau jenisnya) terdapat 
pada berikut : 
                                      
                    
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Artinya : 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, 
darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) 
selain Allah [108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa 
(memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 
melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Baqarah: 173) 
[108] Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan 
yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah. 
Sedangkan untuk pengertian yang kedua halal dalam mengusahakan dan 
mendapatkannya itu mengandung arti bahwa dalam mendapatkannya bukan 
melalui cara-cara yang batil dan haram. Contohnya seperti adanya riba, 
korupsi, suap, dan hal lain yang menentang syariat Islam. Pengertian ini juga 
terdapat pada ayat berikut : 
                                 
               
 
188. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
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(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal 
kamu mengetahui. (Al-Baqarah: 188) 
Dari kedua pengertian tersebut Halal tidak hanya menyangkut tentang 
makanan dan minumannya saja, tetapi juga menyangkut aspek lainnya seperti 
dari cara pengelolaannya secara syariat Islam agar dapat mendatangkan hikmah 
dan manfaat bagi kehidupan muslim. (Hafidhuddin, 1998: 237) 
Dari Kementrian Pariwisata Republik Indonesia, Pariwisata halal diatur 
dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 
tentang penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata pada bab III bagian kesatu 
pasal 6, tentang sertifikasi usaha pariwisata halal. Dalam peraturan tersebut 
pedoman usaha pariwisata halal dilakukan oleh dewan syariah nasional atau 
yang biasa dikenal dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Usaha Pariwisata 
halal dan pedoman usaha pariwisata halal ditetapkan oleh Majelis Ulama 
Indonesia (MUI). Dan persyaratan dan tata cara penyelenggaraan sertifikasi 
akan berlaku secara mutatis dan mutandis (perubahan yang penting telah 
dilakukan). Jadi dalam pemenuhan standarisasi para pelaku usaha harus 
memenuhi ketentuan sesuai dengan pedoman usaha pariwisata halal dengan 
Majelis Ulama Indonesia (MUI). 
Menurut Muthoifin (2015: 98) Pariwisata syariah dalam panduan 
umumnya dibagi menjadi 6 bagian, yakni daya tarik objek wisata syariahnya, 
akomodasinya, makanan minumannya, spa atau sauna, biro wisata, dan 
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pemandu wisatanya. Dan kriteria yang perlu dipenuhi diantaranya adalah bisnis 
dalam wisata tersebut berorientasi pada kemaslahatan umum, pencerahan, 
menghindari maksiat dan kemusyrikan, serta menjaga etika perilaku dan 
menjaga nilai-nilai dan sosial budaya kearifan lokal.  
Menurut Mussry (2012: 41) Kota Solo mengalami perkembangan pesat 
dalam hal pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan Pariwisata pada saat 
pemerintahan Jokowi sebagai Walikota Solo, dengan FX Hadi Rudyatmo 
sebagai Wakil Walikota Solo pada saat itu. Saat ini Pak Ir Joko Widodo 
menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada pemerintahan saat Joko 
Widodo masih menjabat sebagai Walikota Solo, beliau mengonsentrasikan 
pembangunan pariwisata di kota Solo menjadi kota karnaval dan kota 
pertunjukan dengan jargon “Solo past is Solo Future”. Akhirnya Solo membuat 
slogan yang menjadi identitas pariwisatanya yaitu “The Spirit of Java”.  
Kebudayaan dari kota Solo yang identik dengan Kebudayaan Jawa 
menarik minat dari para wisatawan mancanegara. Dan tak dapat dihindari 
bahwa sebelum Republik Indonesia berdiri, kota Solo dipimpin oleh Kraton 
yang saat ini menjadi tempat wisata yang bersejarah dan terkenal di Indonesia. 
Kebudayaan jawa lainnya dari kota Solo seperti adanyan Batik, Kuliner, 
Budaya, dan lain-lainnya. Dalam struktur pertumbuhan ekonomi, kota Solo 
banyak dipengaruhi oleh bidang lainnya seperti dalam hal pelayanan, 
perdagangan, dan pariwisata. Namun dalam hal pelayanan dan perdagangan 
kota Solo sudah berjalan secara baik dan mandiri menurut Joko Widodo pada 
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saat masih menjadi Walikota. Sehingga yang masih perlu dikembangkan oleh 
kota Solo adalah dalam hal pariwisata yang bisa menjadi basis pembangunan 
diferensiasi kota Solo itu sendiri. 
Syariah Hotel Solo mendapatkan posisi sebagai hotel syariah terbesar yang 
ada di Indonesia. Namun, karena Syariah Hotel Solo beralamatkan di Jl. Adi 
Sucipto No. 47 Karanganyar, maka hotel tersebut menjadi bagian dari 
Kabupaten Karanganyar. Syariah Hotel Solo sendiri mendapatkan sertifikat 
jaminan mutu Halal dari lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika 
(LPPOM) dari Majelis Utama Indonesia (MUI) Jawa Tengah untuk kategori 
restoran. Dengan didapatkannya sertifikat tersebut, maka juga menjadi nilai 
tambah bagi Indonesia untuk pemacu menuju ke Halal Tourism, terutama di 
wilayah surakarta. Sertifikat jaminan mutu Halal yang didapatkan oleh Syariah 
Hotel Solo merupakan sistem yang penjaminan yang disajikan kepada para 
tamu secara Halal dan sesuai dengan standar dari MUI. Begitu pesatnya 
perkembangan Pariwisata Halal di Solo membuat para pemegang saham 
terutama di dunia usaha Hotel. Hotel yang syariah yang di ada dikota Solo saat 
ini antara lain seperti Hotel Aziza Solo by Horizon, Hotel Arini Syariah, Hotel 
Al Madina Syariah, dan Zaen Hotel Syariah.  
Dilansir dari liputan6.com pada tanggal 07 Desember 2016, dalam 
penghitungan Indeks Pariwisata Indonesia (IPI), untuk pertama kalinya 
Kementrian pariwsata mengumumkannya bulan Desember 2016. Dalam 
penelian Indeks ini pihak dari Kementrian Pariwisata menggunakan Travel and 
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Tourism Competitive Indeks yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di 
Indonesia dalam mengukur kesiapan daerah tujuan wisata. Pengukurannya 
meliputi 4 aspek utama, yaitu aspek lingkungan, tata kelola, potensi wisata, dan 
infrastruktur. Dan yang menjadi daya saing tertinggi di Indonesia adalah kota 
Denpasar. Kota lain yang masuk 10 besar peringkat tertinggi Indeks Pariwisata 
Indonesia adalah Denpasar (3,81), Surabaya (3,74), Batam (3,73), Sleman 
(3,72), Semarang (3,59), Kabupaten Bedung (3,55), kota Bandung (3,39), 
Kabupaten Banyuwangi (3,30), Kabupaten Bogor (3,27), Kabupaten Bantul 
(3,22) 
Dalam penilaian Indek Pariwisata Indonesia (IPI) kota solo belum bisa 
bersaing dengan kota lain, namun dalam hal kota layak huni di Indonesia 
memiliki nilai yang tinggi. Dilansir dari website kota solo pada 6 Februari 
2018. Dari penilaian Ikatan Ahli  Perencanaan Indonesia (IAP) kota solo 
mendapat nilai tertinggi dengan angka 66,9 persen. Aspek penilaiannya 
meliputi dari fasilitas pengelolaan air bersih, pendidikan, kesehatan, 
keagamaan, dan tranpsortasi. Berikut daftar 7 besar kota layak huni indonesia 
diantaranya adalah kota Solo (66,9%), Palembang (66,6%), Balikpapan 
(65,8%), Denpasar (65,5%), Semarang (65,4%), Tangerang Selatan (65,4%), 
Banjarmasin (65,1%) 
Pengembangan didunia Pariwisata biasanya diidentikkan dengan 
komunikasi pemasaran dan hotel menjadi sorotan utama dalam 
perkembangannya. Adapula penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 
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dalam menggantikan peran manusia secara verbal dalam pemasaran wisata. 
Keberhasilan dalam pengembangan ini sebagian besar bergantung pada analisis 
dan perencanaan strategi yang tepat. Penerapan dan kegunaan teori ini juga 
tidak lepas dari peran stakeholder yang ikut dalam mengembangkan strategi 
Pariwisata yang berkelanjutan. Industri Pariwisata juga berusaha untuk 
meningkatkan dan mengembangkan fasilitas baru untuk mewujudkan kepuasan 
dari para wisatawan. (Utama, 2014: 169) 
Perkembangan bidang Pariwisata di Indonesia tidak lepas dari tanggung 
jawab pihak Dinas Pariwisata yang bertugas dalam segala hal yang 
menyangkut tentang kepariwisataan. Kewenenagannya meliputi rencanan 
pembangunan kepariwisataan, menetapkan destinasi Pariwisata, menetapkan 
daya tarik wisata kota, melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan 
usaha Pariwisata, mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan, 
memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata, menyelenggarakan pelatihan 
dan penelitian kepariwisataan, memilihara dan melestarikan daya tarik wisata, 
menyelenggarakan bimbingan sadar wisata, dan mengalokasikan anggaran 
kepariwisataan. 
Di tahun ini di 2018, Indonesia naik peringkat yang sebelumnya pada 
tahun 2017 Indonesia menduduki peringkat 3, sekarang di tahun 2018 
Indonesia menduduki peringkat ke-2 Global Muslim Travel Index (GMTI). 
Pemberian penghargaan peringkat tersebut diselenggarakan di Hotel Puliman 
dimana di acara tersebut dihadiri oleh Menteri Pariwisata yang didampingi oleh 
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Ketua Tim Percepatan Wisata Halal, Riyanto Sofyan, Asdep Budaya, dan 
Oneng Setyorini dalam pemberian penghargaan Launching Global Muslim 
Travel Index (GMTI) 2018. 
Penghargaan ini diselenggarakan oleh CEO CrescentRating yang 
bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penilaian tentang kelayakan 
Pariwisata Halal di dunia termasuk Indonesia. Saat ini yang menduduki 
peringkat 1 Global Muslim Travel Index (GMTI) 2018 masih dipegang oleh 
negara Malaysia yang tahun lalu juga menduduki peringkat 1. Untuk urutan top 
5 ranking GMTI 2018 meliputi : 
1. Malaysia 
2. Indonesia dan UEA (Uni Emirat Arab) 
3. Turki 
4. Arab Saudi 
5. Singapore 
(https://www.airmagz.com/24200/indonesia-naik-ke-peringkat-2-global-
muslim-travel-index-gmti-2018.html) 
Dalam persyaratan peniaian Halal Tourism, Master Card & Crescent 
Rating membuat beberapa ktriteria yang menjadi penilaian dalam dunia 
Pariwisata Halal di dunia Internasional. Peraturan ini dibuat dalam Global 
Muslim Travel Index yang diresmikan pada April 2018 yang dapat dilihat dari 
grafik berikut : 
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Gambar 1. Tabel Penilaian GMTI 2018 
Dalam kriteria penliaian ini pihak dari Crescend Rating 
mengelompokkannya penilainnya sebagai berikut :  
1. Acces (10%) 
2. Communications (15%) 
3. Envicronment (30%) 
4. Services (45%) 
Indonesia merupakan Negara yang diwarisi tanah air dan sosio budayanya 
yang memiliki keindahan dan keunikan yang saat ini dijadikan objek 
Pariwisata. Masyarakat Indonesia memang membudidayakan warisan dari para 
leluhur kita ini untuk dilestarikan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan 
kemakmuran bangsa dengan dijadikannya industry Pariwisata. Secara khusus, 
Industri Pariwisata memang merupakan industri yang sangat padat karya 
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dengan menggunakan Sumber Daya Manusia yang terbatas dalam 
pendidikannya. 
Sektor Pariwisata juga menjadi sektor yang penting bagi Indonesia dan 
menjadi tanggung jawab pemerintah nasional. Dan pemanfaatan sektor 
Pariwisata ini tergantung pada kerja sama terpadu antara berbagai sektor antara 
pihak pemerintah dengan pihak swasta (masyarakat). Namun di pihak 
pemerintah disini tidak hanya melibatkan dipihak dari departemen Pariwisata 
saja, tetapi menyangkut dari berbagai departemen yang menyangkut di sektor 
Pariwisata. (Spilane, 1991: 63) 
Jaminan Halal produk juga diberikan melalui sertifikasi Halal sesuai 
dengan hukum atau nilai-nilai islam. Layanan sertifikasi kepada restoran hotel 
didapat pada tahun 2015 meningkat di tahun 2016 dalam sertifikasi Halal 
kepada restoran hotel, restoran non-hotel, rumah makan, usaha mikro kecil dan 
menengah (UMKM). Hal lain yang menjadi daya tarik dari slogan dari Nusa 
Tenggara Barat yaitu “Pulau Seribu Masjid” yang memudahkan wisatawan 
dalam menemukan tempat ibadah. Terhitung di 598 desa yang ada di Nusa 
Tenggara Barat memiliki jumlah lebih dari 4.500 masjid. Komponen-
komponen penting yang perlu dikembangan dalam perkembangan Pariwisata 
Halal adalah tempat tinggal, makan dan minuman, serta destinasi wisata yang 
indah, dan memberikan kenyamanan dan kemanan bagi wisatawan. Slogan 
Pariwisata yang digunakan oleh Nusa Tenggara Barat yakni “Friendly 
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Lombok” yang berarti ramah bagi semua wisatawan, terutama wisatawan 
muslim yang berkunjung. (Subarkah, 2018: 194) 
Seiring perkembangan Pariwisata mulai berjalan, maka muncul pula 
organisasi-organisasi Pariwisata yang dilandasi dengan perkembagan di suatu 
negara atau suatu daerah. Peran dari organisasi ini mencakup hal-hal yang 
berkaitan dengan proses berkelanjutan dari sisi wewenang, sumber daya 
manusia, kerja sama, dan lain sebagainya. Keseluruhan dalam fungsi organisasi 
Pariwisata juga diselenggarakan diantara para pelaku Pariwisata seperti 
lembaga di lingkungan pemerintah (DPR, MPR, Legislatif, Yudikatif), 
lingkungan masyarakat (Hotel, Restoran, Biro wisata, Tempat rekreasi, obyek 
wisata), maupun organisasi Pariwisata yang nasional maupun yang 
internasional. 
Keterlibatan organisasi Pariwisata dalam pengembangan Pariwisata 
mencakup 5 hal, yaitu politik dalam hal citra negara, ekonomi meliputi 
investasi, lingkungan termasuk pelestarian alam, sosial budaya terkait 
pelestarian budaya, dam keuangan dalam perkembangan ekonomi dalam 
pemberdayaan masyarakat. Dan dalam pengembangannya, cara yang 
digunakan organisasi Pariwisata meliputi koordinasi, perencanaa, peraturan, 
penelitian, dan pengawasan. (Ismayanti, 2010: 105) 
Pariwisata Halal atau disebut dengan istilah Halal Tourism biasanya 
diidentikan dengan Pariwisata yang diperuntukan untuk wisatawan muslim 
yang dalam pelaksanaannya menjalankan aturan Syariah. Contohnya tidak 
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melayani minuman beralkohol, memiliki kolam renang terpisah, spa yang 
terpisah, dan lain sebagainya. Pariwisata Halal berawal dari diluncurkannya 
kegiatan Indonesia Halal Expo (Indhex) dan Global Halal Forum pada tahun 
2013 oleh Dirjen Pemasaran Pariwisata Kementrian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Kemenpraf). Konsep utamanya berawal dari wisata religi yang 
diidentikkan dengan pariwisata Islam. Jadi bisa dibilang bahwa pariwisata halal 
itu tergolong pariwisata islam yang dapat didefinisikan kegiatan perjalanan 
seorang muslim ketika bergerka dari suatu tempat ke tempat yang lain. 
Indikatornya terdiri dari konsep budaya, identik dengan muslim, wisata religi, 
pariwisata islam (Nilai-nilai Islam), dan wisata islam (keselamatan). 
Tercapainya hal tersebut tentu peran dari pemerintah negara sebagai 
pelaksana dari halal tourism penting dalam memenuhi apa saja yang diperlukan 
untuk mengembangkan halal tourism bisa terlaksana. Para pelaku usahapun 
disini juga berperan sebagai pelaksana sebagai daya tarik wisata dan komponen 
utama dalam terlaksananya halal tourism. Dengan adanya dukungan dari 2 
pihak tersebut, maka MUI akan sebagai pengawas bagaimana para pelaku-
pelaku usaha yang memilik potensi dan sudah memenuhi standar dalam hukum 
syariah dapat terus terlaksana dan terjamin dalam pengawasannya. 
Menurut Kadir (2015 : 14)Konsep wisata halal yang baru adalah bukan 
hanya wisata yang terdiri dari umroh ataupun haji, melanikan pariwisata halal 
adalah pariwisata yang melayani liburan yang menyesuaikan gaya liburan 
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sesuai kebutuhan dan permintaan wisatawan muslim. Konsepnya dapat pada 
tabel berikut :  
Tabel 1. Konsep Wisata Konvensional, Religi, dan Halal 
No. Aspek Wisata 
Konvensional 
Wisata Religi Wisata Halal 
1 Obyek Alam budaya, 
heritage, kuliner 
Tempat 
Ibadah, 
Peninggalan 
Semua 
2 Tujuan Menghibur Meningkatkan 
Spiritualitas 
Semua 
3 Target Kepuasan, 
Kesenangan 
Mencari 
ketenangan 
Semua 
4 Guide Menarik 
wisatawan objek 
Menguasai 
sejarah lokasi 
Semua 
5 Fasilitas Pelengkap Ibadah Semua 
6 Kuliner Umum Umum Spesifik halal 
7 Relasi 
Masyarakat 
Keuntungan 
materi 
Keuntungan 
materi 
Berprinsip syariah 
8 Agenda 
Perjalanan 
Setiap waktu Waktu 
tertentu 
Memperhatikan 
waktu 
Jadi pariwisata halal untuk Indonesia memiliki prospek yang baik sebagai 
penunjang industri pariwisata di Indonesia dan bertujuan bukan hanya untuk 
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memberikan aspek material dan psikologis bagi wisatawan itu sendiri. Wisata 
ini tidak bersifat ekslusif, namun inklusif bagi semua wsiatawan (muslim dan 
non-muslim). Intinya pariwisata halal adalah pariwisata yang pengelolaan dan 
pelayanannya ramah dan santun bagi seluruh wisawatan dan lingkungan 
sekitarnya. Kegiatan didalamnya didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan 
yang sediakan mendukung ketentuan syariah dan tidak bertentangan. Jadi 
pariwisata halal tidak terbatas hanya wisata yang berhubungan dengan wisata 
syariah (religi). (Jaelani, 2017:7) 
Perbedaan dengan Pariwisata syariah adalah sebuah perjalan ibadah seperti 
haji dan umrah, atau wisata ke masjid-masjid tempat ibadahnya umat muslim. 
Namun saat ini belum ada definisi yang baku tentang mengartikan apa itu 
Pariwisata Syariah. Dan untuk definisi yang sering digunakan untuk Pariwisata 
syariah adalah Pariwisata yang didalamnya menjalankan nilai-nilai syariah. 
Dalam islam sendiri Pariwisata yang memiiliki rangking paling tinggin 
pastinya adalah wisata haji dan umrah yang menjadi kewajiban umat muslim 
untuk menjalaninya bagi yang mampu. Adapun wisata ziarah dengan tujuan 
silaturahim, ataupun wisata biasa yang diperbolehkan oleh nilai-nilai syariah. 
(Bawazir, 2013: 21) 
 Sesuai dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan suatu penelitian yang berhubungan dengan Pariwisata Halal yang 
ada dikota  Solo yang bisa menjadi peluang dalam mengembangkan kota 
Pariwisata Solo menjadi Pariwisata Halal menyusul daerah lain seperti 
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Lombok, Aceh, dan Sumatera Barat. Dan permasalahan yang ingin dicari 
adalah model komunikasi yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Surakarta. 
Pentingya model komunikasi di Dinas Pariwisata Surakarta menjadi penentu 
bagaimana hubungan komunikasi dari dinas bisa berjalan dengan optimal 
dengan  komponen- komponen pendukung dari pengembangan Halal Tourism 
seperti para pelaku usaha, kerja sama dengan satu linkungan dinas, maupun 
kerja sama dengan dinas yang berbeda. Model komunikasi yang digunakan 
oleh Dinas Pariwisata Surakarta akan menjadi tolak ukur apa saja yang masih 
perlu untuk dibenahi atau masih belum terlaksana dalam pelaksanaanya. Dalam 
ilmu konteks sosial, model komunikasi memiliki peran yang penting dalam hal 
mengorganisasikan, membantu menjelaskan suatu informasi, memberikan 
gambaran, dan dapat memperkirakan tentang hasil atau akibat yang akan 
dicapai. 
Model sendiri jika diartikan merupakan sebuah gambaran atau bentuk 
skema sederhana. Jadi model komunikasi bisa diartikan sebagai representasi 
dari suatu peristiwa dari sebuah komunikasi. Dengan adanya gambaran atau 
skema tersebut dapat memudahkan kita dalam mengamati bagaimana model 
yang digunakan untuk mengorganisasikan, membantu menjelaskan, 
mengetahui secara keseluruhan dan membuat sebuah prediksi apa yang ingin 
dicapai.  
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B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat ditemukan beberapa 
masalah yang berkatian dengan pengembangan Halal Tourism di Dinas 
Pariwisata Surakata, yakni : 
1. Adanya potensi dari Pariwisata kota Solo menjadi Halal Tourism yang 
masih belum dikembangkan. 
2. Fungsi dan tugas dari Dinas Pariwisata Surakarta yang belum 
maksimal. 
3. Adanya faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan 
Halal Tourism. 
4. Berkembangnya Halal Tourism di Indonesia menjadi peluang untuk 
kota Solo dalam mengembangkan Halal Tourism. 
5. Bermunculannya para pelaku usaha yang menggunakan nama atau 
status syariah. 
C. Batasan Masalah 
Dalam permasalahan Dinas Pariwisata jika diungkap semunya maka tidak 
akan mencukupi dalam hal waktu dan keterbatasan masalah, maka penelitian 
ini akan difokuskan pada model komunikasi yang digunakan oleh Dinas 
Pariwisata dalam mengembangkan Halal Tourism. 
 
18 
 
D. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang ingin penulis teliti adalah  
1. Bagaimana model komunikasi pengembangan halal tourism di Dinas 
Pariwisata Surakarta dengan para pelaku usaha dan MUI? 
2. Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Pariwisata, pelaku 
usaha, dan MUI dalam pengembangan Halal Tourism di Kota Solo? 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin peneliti ketahui adalah  
1. Untuk mengetahui  Bagaimana Model Komunikasi Pengembangan Halal 
Tourism di Dinas Pariwisata Surakarta yang di beberapa daerah sudah 
mendeklarasikan wisata mereka sebagai Pariwisata Halal  
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat Dinas Pariwisata dalam 
pengembangan Halal Tourism di Kota Solo. 
F. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Secara teoritis. 
a. Mengembangkan dan mempelajari tentang Model Komunikasi di 
lingkungan Pemerintahan. 
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b. Menambah pengalaman dalam penelitian yang berhubungan dengan 
Model Komunikasi di bidang Public Relations. 
2. Secara Praktis. 
a. Menjadi sumbangan pemikiran kepada Ilmu komunikasi di bidang 
Model Komunikasi Pembangunan. 
b. Memberikan gambaran kepada Dinas terkait untuk menjadi data dan 
laporan yang perlu dikembangkan atau dibenahi dalam Halal Tourism. 
c. Dapat memberikan pengalaman dalam menerapkan ilmu yang salam ini 
digeluti. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Komunikasi 
1. Pengertian Komunikasi 
Komunikasi berasa dari bahasa latin " communicate" yang jika 
diartikan "berpartisipasi" atau "memberitahukan". Komunikasi juga dapat 
disamakan dengan bahasa lain seperti "cummunis" yang berarti "milik" atau 
kepemilikan suatu benda yang berlaku dimana-mana, atau "communis 
opinio" yang berarti "pendapat umum" atau "pendapat mayoritas". Jadi jika 
digabungkan, maka pengertian dari komunikasi adalah sebuah upaya yang 
digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan yang ditujukan kepada 
masyarakat luas, dan bertujuan untuk diketahui bersama dan menjadi "milik 
bersama". (Mardikanto, 2010: 29) 
Definisi dari Komunikasi menurut Stephen Little John 
mengatatakan bahwa “Communication is difficult to define. The World is 
abstract and, like most terms, posses numerous meaning” yang berarti 
komunikasi itu sulit untuk didefnisikan karena dalam penerapannya 
komunikasi itu bersifat abstrak dan memiliki banyak istilah yang 
memberikan arti yang berbeda dalam komunikasinya. (Morrisan, 2013: 8) 
Pengertian dari komunikasi dapat dilihat dari definisi beberapa ahli 
sebagai beirkut : 
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a. Menurut Suwardi (1986) berpendapat bahwa komunikasi 
merupakan sebuah tindakan bisa dikatakan komunikasi apabila 
saat kitaberkomunikasi kita berada dalam keadaan untuk 
berusaha menimbulkan kesamaan tujuan. 
b. Menurut Moore (1993) Komunikasi merupakan usat minat dan 
situasi perilaku komunikasi dimana sumber menyampaikan 
pesan kepada seorang penerima pesan dengan berupaya 
mempengaruhi perilaku penerima tersebut. 
c. Pendapat dari Anderson (1959) Komunikasi adalah suatu 
proses dimana kita  dapat memahami dan dipahami apa yang 
disampaikan oleh orang lain. 
d. Sedangkan pendapat dari Theodorson (1969) Komunikasi 
adalah proses pengalihan informasi dari satu orang atau 
sekelompok orang dengan menggunakan simbol tertentu 
kepada satu orang atau kelompok lain. 
Banyaknya pengertian tentang komunikasi dari beberapa ahli 
membuat definisi tersebut tidak memiliki pengertian yang benar ataupun 
yang salah. Itu disebabkan karena adanya kemanfaatannya terhadap 
fenomena yang didefinisikan dan mengevaluasinya. Jika diartikan secara 
sempit, komunikasi dapat berarti ”penyampaian pesan”, atau diartikan 
secara luas seperti “komunikasi merupakan sebuah proses interaksi antara 2 
makhluk hidup, bisa meliputi hewan ataupun tumbuhan”. (Rohim, 2009: 8) 
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2. Konteks Komunikasi 
Secara luas, konteks dari sebuah komunikasi adalah semua faktor 
diluar orang-orang yang komunikasi dan terbagi menjadi 4 faktor, yakni : 
a. Faktor Fisik yang dapat meliputi bentuk ruang, warna benda, 
suasana, pola tempat duduk, jumlah orang dalam ruangan. 
b. Faktor Psikologis meliputi kecenderungan emosi seseorang, 
sikap, prasangka, suasana hati. 
c. Faktor Sosial Dapat meliputi norma dalam suatu kelompok, 
nilai sosial, maupun karakteristik suatu adat dan budaya. 
d. Faktor Waktu meliputi jam, hari, sesi, bulan, maupun tahun. 
Dalam indikatornya, konteks komunikasi digunakan untuk 
mengklarifikasikan komunikasi berdasarkan konteksnya, yaitu jumlah 
individu yang terlibat dalam komunikasi tersebut, dan level atau tingkatan 
dari komunikasi tersebut. Dari jumlah individu tersebut, maka dikenal 
beberapa istilah dalam komunikasi diantaranya : 
a. Komunikasi Intrapribadi (Intrapersonal Communication) 
Merupakan komunikasi dengan diri sendiri, misalnya 
bagaimana diri kita berpikir dengan diri sendiri. Komunikasi 
ini menjadi landasan komunikasi diri sendiri dalam 
berkomunikasi dengan individu lainnya. Sebelum 
berkomunikasi dengan orang lain, maka orang tersebut akan 
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memastikan makna pesan yang disampaikan. Kemampuan 
komunikasi dengan diri sendiri dapat mempengaruhi 
kesuksesan berkomunikasi dengan individu lain atau disebut 
dengan antarpribadi. 
b. Komunikasi Antarpribadi (Interpersonal Communication)  
Komunikasi ini merupakan komunikasi yang terjadi antar 
individu dengan individu lain secara tatap muka yang 
memungkingkan diantara individu tersebut dapat menangkap 
reaksi dari lawan bicaranya secara verbal maupun non-verbal.  
c. Komunikasi Kelompok 
Yang dilakukan oleh beberapa individu atau kelompok yang 
berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, 
saling mengenal, dan memandang sama kelompok tersebut. 
Komunikasi ini didasari oleh komunikasi kelompok kecil 
(small group communication) dan bersifat tatap muka yang 
melibatkan komunikasi antarpribadi. 
d. Komunikasi Publik 
Komunikasi ini adalah komunikasi jika seseorang yang 
menyampaikan suatu pesan atau informasi kepada individu 
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dalam jumlah banyak. Misalnya orasi, kampanye, atau 
ceramah. 
e. Komunikasi Organisasi (organizational communication)  
Komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi yang bersifat 
formal maupun informal dan berlangsung dalam jaringan yang 
lebih besar dari sekumpulan individu atau kelompok. 
f. Komunikasi Massa (mass communication) 
Komunikasi yang menggunakan media massa baik komunikasi 
tersebut berbentuk media cetak ataupun elektronik. (Nofrion, 
2016: 20) 
B. Model Komunikasi 
1. Pengertian Model Komunikasi 
Model secara sederhana jika diartikan berarti “gambaran”. Yang 
dimaksud disini adalah sebuah gambaran yang dirancang untuk mewakili 
sebuah kegiatan yang bersifat nyata dan bertujuan untuk mempermudah 
pemikiran yang sistematis dan logis. Model juga membantu dalam proses 
atau sebuah gejala yang kompleks atau terlalu besar untuk diklarifikasikan 
menjadi serangkaian variabel yang lebih berarti. (Rakhmat, 1984: 60)  
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Pengertian Model Komunikasi menurut beberapa ahli dapat dilihat 
sebagai berikut : 
a. Sereno dan Mortensen. Suatu model komunikasi merupakan 
deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya 
komunikasi. Dalam model komunikasi tersebut juga 
menghilangkan hal yang tidak perlu dalam “dunia nyata”. 
b. B. Aubrey Fisher. Analogi yang mengabstrasikan dan memilih 
bagian dari keseluruhan yang memiliki unsur, sifat, atau 
komponen yang penting dari fenomena komunikasi tersebut. 
c. Werner J. Severin dan W. Tankard, Jr. Peran dimana sebuah 
model membantu merumuskan suatu teori komunikasi dan 
mengimplikasikannya mengenai suatu fenomena komunikasi. 
2. Jenis Model Komunikasi 
Model komunikasi dibagi menjadi beberapa jenis model 
komunikasi yang dapat kita lihat sebagai berikut : 
a. Model Stimulus Respons 
Model Stimulus – Respons (S-R) adalah model komunikasi 
yang palng mendasar dan sederhana dalam komunikasi. Model 
ini menyimpulkan jika pengirim pesan menyampaikan pesan, 
maka penerima pesan akan membuat sebuah reaksi terhadap 
pesan tersebut. Misalnya respon seseorang terhadap 
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penampilan seseorang yang ditemuinya, itu merupakan pola 
dari model komunikasi S – R. Model ini juga termasuk dalam 
pertukaran informasi yang dapat menimbulkan efek untuk 
mengubah tindakan komunikasi (communication act). 
Model Komunikasi ini mengasumsikan bahwa perilkau dari 
seorang individu karena kekuatas stimulus yang datang dari 
pihak lain, itu bukan dasar dari motif ataupun sikap yang 
dimiliki oleh invidiu tersebut. (Wiryanto, 2004: 14) 
 
 
 
Gambar 2. Model Stimulus Respons 
b. Model Lasswell (1948) 
Model Komunikasi Laswell adalah model komunikasi versi 
verbal dari model awal Shannon dan Weaver dan masih 
bersifat bagaimana komunikasi sebagai transmisi pesan dan 
memunculkan efek bukan makna. Dalam pemahamannya kita 
perlu untuk mempelajari masing-masing tahap dari model 
Laswell, yakni : 
  
Stimulus Respons 
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 Siapa (Who) 
 Berkata apa (Says What) 
 Melalui Saluran apa (In Which Channel) 
 Untuk Siapa (To Whom) 
 Dengan Efek seperti apa (With What Effect) (Fiske, 2012: 
49) 
Model yang dikemukakan oleh Harold Lasswell ini 
memiliki tiga fungsi komunikasi, yaitu pengawasan 
lingkungan dengan memberikan informasi peringatan kepada 
masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan, 
korelasi dari berbagai bagian yang terpisah di lingkungan 
masyarakat yang merespon linkungan, pemancar 
telekomunikasi (transmisi) warisan sosial dari suatu generasi 
ke generasi yang lainnya. 
c. Model Shannon dan Weaver. (1949) 
Model Shanon dan Weaver merupakan model komunikasi 
yang menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan 
tingkat kecermatannya. Model ini menggambarkan suatu 
sumber yang menciptakan pesan atau menyandikannya untuk 
disampaikan melalui suatu saluran kepada seseorang yang 
menerima pesan tersebut untuk menyandikan balik atau 
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menciptakan ulang pesan yang diterimanya. Gambarannya 
dapat dilihat dari gambar berikut : 
 
Gambar 3. Model Komunikasi Shannon dan Weaver 
Dari gambar berikut dapat disimpulkan bahwa model 
komunikasi Shannon dan Weaver mengasumsikan bahwa 
sumber informasi menghasilkan suatu pesan untuk 
dikomunikasikan melalui seperangkat pesan komunikasi. 
Pemancar (Transmisi) mengubah sebuah pesan komunikasi 
menjadi suatu sinyal yang sesuai dengan Saluran (Channel) 
yang digunakan. Saluran merupakan sebuah medium yang 
mengirimkan sinyal atau tanda dari transmitter  ke penerima 
(receiver). Konsep penting dalam model Shannon dan Weaver 
adalah adanya gangguan (noise) yang berbentuk sebuah 
rangsangan tambahan yang dapat menggangu pesan yang 
disampaikan oleh pengirim pesan. Konsep penting lainnya 
yakni adanya entropi (entropy) dan redudansi (redudancy) 
Information 
Source Transmitter 
Signal 
Message 
Received 
Signal 
Message 
Message 
Destination 
Noise Source 
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serta keseimbangan yang diperlukan antara keduanya dalam 
menghasilkan komunikasi yang efisien. Bila semakin banyak 
gangguan, maka semakin besar kebutuhan akan redundasi yang 
mengurangi entropi dalam pesan yang akan mengatasi 
gangguan dalam saluran. 
Metode ini adalah salah satu model awal komunikasi yang 
dikemukakan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver di 
tahun  1949 dalam buku The Mathematical Theory of 
Communication. (Mulyana, 2000: 137)  
d. Model Alir Banyak Tahap 
Model alir banyak tahap merupakan model yang 
disempurnakan dari model alir dua tahap. Sebelumnya model 
alir dua tahap tidka begitu efektif pada masyarakat yang 
tingkat buta hurufnya kecil. Karena kekurangan dari model 
tersebut maka muncullah model alir banyak tahap (multistep 
flow model). Model ini menjelaskan bahwa sebuah model 
memilki sebuah hubungan ada hubungan timbal balik dari 
media ke khalayak (yang juga berinteraksi satu sama lain) 
kembali lagi ke media, kemudian kembali lagi ke khalayak dan 
seterusnya menjadi sebuah model komunikasi yang disebut 
dengan model alir banyak tahap. Dalam penggambarannya 
dapat dilihat dari gambar berikut :       
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Gambar 4. Model Alir Banyak Tahap 
Dalam model ini para khalayak dapat menerima pesan 
media massa bisa secara langsung ataupun tidak. Dengan 
penerimaan pesan secara langsung, berarti para khalayak 
menerima pesan-pesan tersebut dari media massa melalui 
pemimpin opini atau kontak langsung dengan media massa. 
Dari individu ke individu lain dapat mendapatkan dari 
informasi yang disampaikan dari pemimpin opini tersebut. 
Setelah individu tersebut mendapatkan informasi, maka 
individu tersebut akan mencari informasi dari individu yang 
lain. Atau dari individu tersebut mendapatkan informasi dari 
kelompoknya yang dalam mendapatkan informasi mempunyai 
peluang untuk mendapatkan informasi dari kelompok yang 
lain. (Nurudin, 2007: 144) 
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3. Fungsi Model Komunikasi. 
Banyak fungsi model komunikasi menurut beberapa ahli seperti 
yang dikemukakan oleh Gordon Wiseman dan Larry Barker. Mereka 
mengemukakan bahwa model komunikasi memiliki tiga fungsi, yaitu : 
a. Melukiskan proses komunikasi 
b. Menunjukkan hubungan visual 
c. Membantu dalam menemukan dan memperbaiki gangguan 
dalam komunikasi 
Sedangkan menurut Deutsch, model komunikasi memiliki empati 
fungsi. Diantaranya : 
a. Mengorganisasikan kemiripan data atau adanya hubungan 
yang awalnya tidak teramati 
b. Heuristik (menunjukkan fakta-fakta dan metode baru yang 
sebelumnya tidak diketahui) 
c. Prediktif (memungkinakn peramalan dalam komunikasi) 
d. Pengukuran (mengukur fenomena yang diprediksi) 
Kriteria yang dibutuhkan dalam model komunikasi menurut 
deutsch meliputi : 
a. Seberapa orisinal model tersebut 
b. Bagaimana kesederhanaan dan kemehatan model tersebut 
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c. Seberapa nyata model tersebut 
Irwin D.J. Bross juga berpendapat bahwa model komunikasi 
mempunyai beberapa keuntungan dalam model. Keuntungan tersebut 
menyediakan kerangka rujukan untuk memikirkan masalah jika model 
sebelumnya tidak berhasil diprediksi. (Mulyana, 2000: 123) 
C. Pariwisata 
1. Pengertian Pariwisata 
Menurut ahli turisme asing G.A. Schmoll, menyatakan pengertian 
Pariwisata sebagai berikut : 
“Tourism is a highly decentralized industry consisting of 
enterprises different in size, location, function type organization, range of 
service provided and method used to market and sell them”. 
Yang berarti bahwa industri Pariwisata itu tergolong dalam tipe-
tipenya, besarnya, dan tempatnya yang tersebar dan luas pelayanannya 
agar dapat bernilai ekonomis. Keseluruhan fenomena wisata yang 
dilakukan oleh para wisatawan termasuk berbagai fasilitas serta layanan 
yang disediakan oleh tempat wisata (Pemerintah atau Swasta) yang 
berkaitan dengan bidang tersebut, dikategorikan Pariwisata. 
Secara etimologis, Pariwisata berasal dari bahasa sansakerta yang 
terbentuk dari kata “pari” yang berarti banyak, berulang-ulang, berputar-
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putra, dan wisata yang berarti perjalanan atau pergi ke suatu tempat. Jadi 
arti dari Pariwisata adalah sebuah perjalanan yang dilakukan berkali-kali 
oleh seseorang, yang bertujuan ke suatu tempat atau dengan tujuan 
tertentu. (Simanjuntak, 2017: 1) 
2. Tujuan Pariwisata 
Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan, tujuan dari Pariwisata dapat berfungsi untuk memenuhi 
kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual seseorang atau wisatawan yang 
ingin berkunjung dengan rekreasi dan perjalanan. Secara tidak langsung, 
Pariwisata juga dapat meningkatkan pendapatan dari suatu negara untuk 
mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tujuan lain dari kepariwisataan yaitu : 
a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah 
b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat 
c. Menghapus kemiskinan 
d. Mengatasi pengangguran 
e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya 
f. Memajukan kebudayaan daerah 
g. Mengangkat citra bangsa 
h. Memupuk rasa cinta terhadap tanah air indonesia 
i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan seluruh bangsa indonesia 
j. Mempererat persahabatan antar bangsa Indonesia 
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3. Sifat dari Pariwisata 
Pariwisata merupakan gabungan dari produk barang dan produk 
jasa yang kedua komponen ini menjadi penting karena dibutuhkan dan 
dihasilkan oleh industri Pariwisata. Pada dasarnya Pariwisata memiliki 
beberapa sfiat, yaitu : 
a. Perpaduan Sifat Fana (Intangible) 
b. Sifat Tak Terpisahkan (Inseparable) 
c. Keatsirian (Volatility) 
d. Keragaman 
e. Sifat Rapuh (Perishable) 
f. Musiman (Seasonality) 
g. Tak Bertuan (No-Ownership) (Ismayanti, 2010: 15) 
D. Halal Tourism 
1. Pengertian Halal 
Menurut Manan, (2016: 159) kata “halal” berasal dari akar lafaz 
halla yang memiliki arti “lepas” atau “tidak terikat” apapun. Dalam 
Kamus Istilah Fiqih, kata halal merupakan hal yang dipahami sebagai 
segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. Istilah ini biasanya 
berhubungan dengan masalah makan-makanan dan minum-minuman. 
Halal selalu dilawankan dengan lawan katanya, haram. Arti Haram sendiri 
merupakan kebalikan dari Halal yang berarti sesuatu perkara yang 
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dilarang oleh syara’. Jadi halal adalah sesuatu yang terlepas dari ikatan 
bahaya duniawi dan ukhrawi yang boleh dikerjakan atau dimakan menurut 
syariat Islam dan tidak bersifat Haram. 
                              
                                  
        
4. mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi 
mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan 
yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih 
nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan 
Allah kepadamu [399]. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya 
untukmu [400], dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu 
melepaskannya) [401]. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah Amat cepat hisab-Nya. [399] Maksudnya: binatang buas itu dilatih 
menurut kepandaian yang diperolehnya dari pengalaman; pikiran manusia 
dan ilham dari Allah tentang melatih binatang buas dan cara berburu. [400] 
Yaitu: buruan yang ditangkap binatang buas semata-mata untukmu dan 
tidak dimakan sedikitpun oleh binatang itu. [401] Maksudnya: di waktu 
melepaskan binatang buas itu disebut nama Allah sebagai ganti binatang 
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buruan itu sendiri menyebutkan waktu menerkam buruan. (Mardani, 2011: 
215) 
2. Definisi Pariwisata Halal 
Menurut Fitriani (2018) pariwisata halal atau wisata syariah 
merupakan bagian dari industri pariwisata yang merujuk pada aturan-
aturan islam dan ditujukan untuk wisatawan yang beragama muslim. 
Konsep dari pariwisata halal yakni mengintegrasikan nilai-nilai islam 
kepada seluruh aspek kegiatan wisata dan nilai tersebut menjadi suatu 
kepercayaan dan keyakinan bagi umat muslim untuk menjadi sebuah 
acuan dalam membuat kegiatan pariwisata. Aspek yang dituju dari 
pariwisata halal antara lain lokasi wisata, transportasi, konsumsi, dan hotel 
yang tersedia. 
Menurut Muthoifin (2015) Pariwisata halal dapat bula dikatakan 
dengan wisata yang berupa wisata alam, budaya, maupun buatan. Namun 
dalam pariwisata halal dibuat dan dibingkai dalam nilai-nilai islam. Untuk 
kriteria umumnya, pariwisata syariah menurut kementrian pariwisata dan 
ekonomi kreatif dan BPH DSN-MUI, pariwisata syariah harus memiliki 
beberapa kriteria umum yang perlu dipenuhi. Kriteria tersebut meliputi : 
a. Tersedia fasilitas ibadah yang layak dan suci 
b. Tersedia makanan dan minuman yang halal 
c. Terapis spa pria untuk pria, dan wanita untuk wanita 
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d. Spa tidak menggunakan bahan babi dan produk turunannya 
e. Berpenampilan baik dan sopan sesuai dengan nilai dan etika 
islam 
f. Memiliki daftar akomodasi sesuai dengan pariwisata syariah. 
3. Prospek Jaminan Halal 
Awal mula label Halal dimulai pada tahun 1990an dimana masyarakat 
Islam di Indonesia mulai terjadi fenomena maraknya pemakaian jilbab 
atau hijab. Mulai berlakunya sistem ekonomi syariah memunculkan 
perkembangan produk Halal di Indonesia yang meliputi dibidang 
perbankan, pembiayaan, pasar modal, pegadaian, dan lain sebagainya. 
Kedudukan MUI sebagai kelembagan di luar negara atau pemerintah 
dalam memberikan fatwa sebagai kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, memberikan perkembangan produk-produk Halal di Indonesia 
walau dalam fatwa tersebut tidak mengikat. Kemampuan pelaku bisnis di 
Indonesia dalam menerapkan sertifikasi Halal pada dasarnya sudah 
tercakup dalam pemenuhan standar yang ditetapkan oleh sejumlah negara 
seabgaimana diatur dalam ketentuan jaminan produk Halal yang 
mensyaratkan pengajuan permohonan sertifikasi Halal yang meliputi : 
a. Data Pelaku 
b. Nama dan Jenis Produk 
c. Daftar Produk dan bahan yang digunakan 
d. Proses pengolahan produk 
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Persyaratan tersebut merupakan bagian pembelajaran bagi para 
pelaku bisnis di Indonesia guna merebut pangsa pasar ekspor komoditas di 
dunia bahkan di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama 
Islam. (Konoras, 2017: 89) 
E. Tinjauan Pustaka. 
a. Skripsi dari Khairunisa Afsari Nurfadilah di jurusan Ilmu Administrasi 
Negara, Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik, Universitas Lampung pada 
tahun 2017 dengan judul “Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai 
Pangandaran”. Dalam skripsi ini membahas  tentang penelitian strategi dari 
kabupaten pangandaran dalam pengembangan Pariwisata pantai 
Pangandaran. Kesamaan tujuan dari penelitian ini adalah sama-sama 
mencari bagaimana cara pengembangan Pariwisata namun lokasi penelitian 
ini berlokasi di pantai pangandaran. Perbedaan penelitian ini adalah dalam 
penelitian ini objek yang ingin dicari adalah strategi yang digunakan oleh 
Disparperindagkop dan UMKM Kabupaten Pangandaran sebagai perumus 
kebijakan terkait pengembangan Pariwisata Pantai Pangandaran. 
b. Skripsi dari Suci Feridha yang memiliki jurusan sama di Komunikasi 
Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam 
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Model Komunikasi dalam 
Pengelolaan Wisata Halal di Aceh Besar dan Banda Aceh.. Kesamaan dari 
penelitian ini adalah tujuan dari penelitian ini yakni mencari model 
komunikasi yang digunakan oleh Dinas Kebudyaan dan Pariwisata Daerah 
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Provinsi Aceh. Dan tema yang diangkut jugaa membahasa tentang 
Pariwisata Halal, namun berlokasi di Aceh Besar dan Banda Aceh. 
Perbedaan dengan penelitian dari peneliti adalah subjek dari penelitian ini 
adalah pengelolaan karena di provinsi Aceh sudah menjadi Pariwisata Halal 
sedangkan kota Solo masih belum menjadi Pariwisata Halal dan masih 
dalam tahap pengembangan. 
c. Skripsi dari Anicha Isyah yang mengambil jurusan Manajemen Bisnis Islam 
yang berada di kampus yang sama, yaitu Institut Agama Islam Negeri 
Surakarta dengan judul “Peran Strategis Dinas Pariwisata dan Biro 
Perjalanan Wisata dalam Mengoptimalkan Pariwisata Halal di Kota Solo”. 
Penelitian ini juga membahas tentang tema Pariwisata Halal yang ada di 
kota Solo. Perbedaan penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana 
peran strategis dari Dinas Pariwisata dan Biro Perjalanan Wisata dalam 
mengoptimalkan Pariwisata Halal yang ada di Solo. Biro perjalanan wisata 
menjadi pembantu dari dinas Pariwisata dalam mengoptimalkan Pariwisata 
Halal yang ada di kota Solo. Namun dalam skripsi ini hanya mencari peran 
dan strategis dalam tujuan penelitiannya. 
F. Kerangka Berpikir 
Mengacu pada teori dan konsep yang sudah ada, maka peneliti 
menggunakan kerangka berpikir sebagai berikut : 
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Pariwisata menjadi suatu aspek yang penting bagi kota Solo yang sudah 
memiliki slogan Pariwisatanya yaitu “Spirit Of Java”. Input dari penelitian ini 
adalah seluruh komponen Pariwisata yang ada dikota Solo menjadi tanggung 
jawab yang diserahkan kepada pihak Dinas Pariwisata Surakarta. Dalam 
penelitian ini, peneliti menetepakna proses dari kerangkan berfikirnya akan 
membahas tentang Model Komunikasi yang digunakan oleh Dinas Pariwisata 
dalam pengembangan Pariwisata Halal yang ada dikota Solo. Dan Output dari 
penelitian ini adalah Model Komunikasi yang digunakan bertujuan untuk 
diterapkan di Dinas Pariwisata dalam pengembangan dari Pariwisata kota Solo 
dengan komponen-komponen pendukung dan untuk memenuhi kriteria-kriteria 
yang diperlukan agar kota Solo yang status Pariwisatanya masih belum 
menjadi Halal menjadi Pariwisata Halal. 
 
 
 
MODEL 
KOMUNIKASI 
HALAL TOURISM 
DINAS 
PARIWISATA 
SURAKARTA 
PARIWISATA 
KOTA 
SURAKARTA 
PENERAPAN 
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INPUT PROSES OUTPUT 
Gambar 5. Kerangka Berpikir 
 
41 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Tempat dan Waktu Penelitian 
Dalam penelitian ini, sang peneliti melakukan penelitian dengan tempat 
dan waktu sebagai berikut : 
Tabel 2. Alamat dan Tempat Penelitian 
Tempat Penelitian Dinas Pariwisata Surakarta 
Alamat Jl. Brigjend Slamet Riyadi No.275, Sriwedari, 
Laweyan, Kota Surakarta 
Tema Penelitian Model Komunikasi Pariwisata Halal 
Untuk waktu penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut : 
Tabel 3. Waktu Penelitian 
No Kegiatan Bulan 2018 
  Mei Jun Jul Agu Sep Okt 
1. Tahap Persiapan Penelitian       
 a. Pengajuan Proposal       
 b. Penyusunan Proposal       
2. Tahap Pelaksanaan 
Penelitian 
      
 a. Pengumpulan Data       
 b. Analisis Data       
3. Tahap Penyusunan Laporan       
 
42 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian dengan pendekatan 
deskriptif kualitatif. Menurut Muri, (2014: 328) penelitian deskriptif kualitatif 
merupakan penelitian yang menggunakan strategi inquiry yang menekankan 
sebuah pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, 
deksripsi tentang suatu fenomena fokus dan multimetode, yang bersifat alami 
dan holistik dan mengutamakan kualitas menggunakan beberapa cara dan 
disajikan secara naratif. 
C. Subyek dan Obyek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah pihak dari Dinas Pariwisata Surakarta, 
para pelaku usaha dan pihak MUI kota Solo yang difokuskan bagaimana model 
komunikasi yang digunakan. Peneliti nantinya akan mengumpulkan data 
dengan wawancara kepada Kepala Dinas, Kepala Subbag Umum dan 
Kepegawaian, dan Kepala bidang pemasaran Dinas Pariwisata beserta anggota 
Dinas Pariwisata Surakarta yang berperan dan model komunikasi yang 
digunakan, dan pihak dari MUI kota Solo. Sedangkan untuk objek yang ingin 
diteliti adalah model komunikasi yang digunakan oleh Dinas Pariwisata 
Surakarta, pelaku usaha, dan MUI dalam mengembangkan Halal Tourism di 
kota Solo. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 
Menurut Yusuf (2014: 372) beberapa teknik yang dapat digunakan dalam 
pengumpulan data kualitatif adalah sebagai berikut : 
1. Wawancara 
Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan 
melakukan interaksi antara pewawancara (interviewer) dengan sumber 
informasi atau orang yang sedang diwawancarai (interviewer) melalui 
komunikasi secara langsung dengan narasumber. Yang akan 
diwawancarai oleh peneliti adalah beberapa kepala bidang dan 
anggota dari Dinas Pariwisata Surakarta, salah satu pelaku usaha yang 
berlabel syariah dan pihak MUI yang berhubungan dengan model 
komunikasi yang mereka gunakan dalam mengembangkan Halal 
Tourism. 
2. Observasi 
Pengumpulan data observasi merupakan salah satu teknik yang 
dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non 
verbal dari subyek penelitian. Data yang dikumpulkan ditentukan dari 
peniliti sendiri karena dalam metode ini peneliti melihat, mendengar, 
mencium atau mendengarkan suatu subyek penelitian yang kemudian 
menyimpulkan apa yang diamati. Subyek tersebut meliputi segala 
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tindakan dan kegiatan dari Dinas Pariwisata yang berhubungan dengan 
model komunikasi pengembangan Halal Tourism. 
3. Dokumen 
Dokumen jika diartikan merupakan suatu catatan atau karya 
seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dan dengan adanya 
dokumen yang membahasa tentang fenomena, peristiwa, atau kejadian 
tertentu, maka hal tersebut bisa dijadikan sumber data atau informasi 
oleh peneliti. Dokumen dapat berupa tulisan, artefacts, gambar maupun 
foto.  
E. Keabsahan Data 
Menurut Moleong (2007: 320) keabsahan data adalah keadaan dimana 
sebuah data harus berada di keadaan yang mendemonstrasikan nilai yang 
benar, menyediakan dasar agar dapat diterapakan, dan memperbolehkan 
keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya.  
Teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik 
triangulasi yang teknik keabsahan ini menggunakan pemeriksaan keabsahan 
data yang memanfaatkan sesuatu dengan data diluar untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi yang 
digunakan adalah triangulasi sumber yang dalam keabsahan datanya 
membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 
diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.  
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F. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan sebuah kegiatan yang mengatur, mengurutkan, 
mengelompokkan, dan mengkategorikan sebuah temuan agar dapat fokus 
dalam menjawab masalah yang diteliti.  
Menurut Miles & Huberman (1992) tahapan yang harus dilakukan dalam 
menganalisis data dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi 3 tahap, yaitu : 
1. Reduksi Data (data reduction),  
Pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan 
pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang  muncul dari catatan-
catan yang tertulis saat di lapangan. Reduksi data juga bertujuan untuk 
menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang 
tidak diperlulkan, dan mengorganisasikan data agar dapat ditarik 
kesimpulannya dan verifikasinya. 
2. Paparan Data (data display) 
Menampilkan seluruh informasi yang disusn dan memberikan 
kemungkinan adanya penarikan sebuah kesimpulan dan pengambilan 
tindakan dari data yang di paparkan.  
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3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verifying).  
Yang bermula dari pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti 
benda-benda, mencatat keterangan, model, pola, penjelasan, sebab 
akibat dan proporsi. Hasil verifikasi data tersebut nantinya akan ditarik 
menjadi sebuah kesimpulan sesuai dengan masalah dan tujuan dari 
penelitian ini. Dan dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan 
dengan bersamaan selama dan sesudah pengumpulan data.  
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Analisis Data 
(Gunawan, 2013: 210) 
PENGUMPULAN 
DATA 
PAPARAN DATA 
(DISPLAY) 
PENARIKAN 
KESIMPULAN DAN 
VERIFIKASI 
REDUKSI DATA  
(DATA REDUCTION) 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Surakarta 
1. Sejarah Dinas Pariwisata Surakarta 
Dinas Pariwisata Surakarta merupakan dinas terkait yang 
sebelumnya menyatu dengan Dinas Kebudayaan yang bernama Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Susunan Organisasi 
sebelumnya menggunanakan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 6 Tahun 
2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota 
Surakarta diganti menjadi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016. 
Saat ini Dinas Pariwisata beralamatkan di Jalan Brigjen Slamet 
Riyadi No. 275, Sriwedari, Laweyan, Surakarta. Sedangkan untuk Dinas 
Kebudayaan pindah tempat di Jl. Yosodipuro, Mangkubumen, Banjarsari, 
Surakarta. 
2. Visi dan Misi 
Adapun visi dan misi dari Dinas Pariwisata Surakarta adalah 
sebagai berikut : 
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a. Visi 
Menjadikan Surakarta sebagai kota destinasi wisata yang 
berkarakter budaya dan mendunia. 
b. Misi 
i. Mengembangkan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan 
pariwisata yang profesional, berkarakter budaya 
surakarta dan mendunia 
ii. Mengembangkan ekonomi kreatif dalam industri pariwisata 
dengan memperhatikan kebudayaan surakarta 
iii. Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata secara inovatif 
iv. Meningkatkan pemasaran pariwisata melalui kemitraan dan 
kerjasama dengan pelaku pariwisata dan masyarakat 
c. Tujuan 
Berkembangnya ekonomi kreatif dan kota tujuan wisata 
seni dan budaya 
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3. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Surakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Surakarta 
 
 
 
KEPALA 
Drs. HASTA GUNAWAN,MM 
19610220 199101 1 003 
SEKRETARIS 
Drs. BUDY SARTONO,M.Si 
19631013 198902 1 002 
 
BIDANG PENGEMBANGAN  
EKONOMI KREATIF 
NUNUK MARI HASTUTI,SH 
19670609 199403 2 015 
SEKSI PEMANFAATAN  
RUANG KREATIF 
Dra. ENDANG SRI MURNIYATI,M.Si  
19630501 199007 2 001 
SEKSI PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA PARIWISATA 
DAN EKONOMI KREATIF 
ENDANG SRI REJEKI,SE,MM 
19630520 198609 2 002 
 
SEKSI PENGEMBANGAN  
DAYA TARIK WISATA 
WENI ANDRIANTO,SS 
19840515 201001 1 022 
SEKSI PENGELOLAAN KAWASAN 
STRATEGIS PARIWISATA 
SITI KHOTIMAH,S.SOS,MM 
19740424 199803 2 009 
 
UPT KAWASAN WISATA 
SUMEH,SE,M.Si 
19661207 199003 1 004 
 
 
SEKSI INFORMASI DAN 
PROMOSI 
TRI RUSNITA, SE.MM 
19711017 199703 2 003 
SEKSI KERJASAMA DAN 
FASILITASI PARIWISATA 
GEMBONG HADI W, S.Psi,M.Si 
19730908 199903 1 007 
KELOMPOK 
JABATAN 
FUNGSIONAL SUBBAG UMUM & 
KEPEGAWAIAN 
SRI PARTINI,SE,M.Si 
19740406 199303 2 004 
 
SUBBAG KEUANGAN 
KRISTINA 
AGUSTININGSIH,SE 
19660810 198603 2 008 
SUBBAG PERENCANAAN 
EVALUASI DAN PELAPORAN 
ARTATI HERLINAH,SH,MM 
19660914 198903 2 006 
BIDANG PEMASARAN 
PARIWISATA 
WAHYU KRISTINA,SS,MM 
19711003 199803 2 004 
BIDANG DESTINASI  
DAN INDUSTRI PARIWISATA 
SUWOTO,SH 
19610413 199210 1 001 
SEKSI PENGEMBANGAN 
INDUSTRI PARIWISATA 
TUTI ORBAWATI R, 
S.Sen.MSn 
19680115 199403 2 005 
KASUBAG TU KAWASAN WISATA 
WARA SAPTANINGSIH,SE 
19650226 198603 2 012 
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B. Temuan dan Sajian Data 
1. Temuan Data 
a. Pariwisata Halal di Surakarta 
Kota Surakarta memiliki banyak sekali para pelaku usaha yang 
bermacam-macam. Mulai dari kuliner, penginapan, wisata, dan lain 
sebagainya. Adapula para pelaku usaha yang sudah menerapkan hukum 
syariah dalam pelaksanaan usahanya. Wisata yang bermacam-macam 
juga menjadi nilai tambah bagi para wisatawan untuk datang berkunjung 
ke kota Surakarta. 
Pariwisata merupakan daya tarik yang digunakan oleh suatu tempat 
atau kota dalam menarik minat para wisatawan mancanegara maupun 
wisatawan asing. Dari pihak pemerintah sendiri yang bertanggung jawab 
dalam segala hal yang berkaitan dengah hal pariwisata adalah pihak dari 
Dinas Pariwisata. Komponen dari pariwisata juga didukung dengan 
bidang yang lain dan bekerja sama dengan dinas lain yang dapat 
membantu Dinas Pariwisata dalam mengembangkan dan membuat 
pariwisata menjadi lebih menarik dan lebih maksimal. 
Dalam halal tourism di Dunia saat ini masih dipegang oleh negara 
Malaysia yang sampai saat ini menjadi pemuncak dan paling layak 
sebagai negara halal tourism. Dalam penilaiannya yang menjadi penilai 
dari halal tourism di dunia adalah pihak dari CEO Crescent Rating dan 
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Mastercard sebagai penilai dari peringkat GMTI (Global Muslim Travel 
Index). Kriteria dari penilai halal tourism dinataranya terdiri dari 10 % 
akses (acces), 15% komunikasi (Communications), 30% lingkungan 
lokasi (Environemnt), dan 45% pelayanan dan jasa (services). (Global 
Muslim Travel Index 2018: 13) 
Di tahun 2018 negara Indonesia menempati urutan ke-2 setalah 
Malaysia. Namun beberapa hal yang membuat kita masih kalah dengan 
negara malaysia adalah 3 faktor utama. Yang pertama adalah kurangnya 
diliriknya negara Indonesia dalam dilirik oleh negara lain dalam pasar 
traveler muslim walau menurut perkiraan nanti ditahun 2020 proyeksi 
pertumbuhan traveler mulsim akan mencapai sekitar 168 juta orang 
menurut CEO Crescent Rating, Faizal Bahardeen. Kedua yakni 
kurangnya kesadaran dari para pelaku usaha di Indonesia yang masih 
kalah dengan para pelaku usaha yang ada di negara Malaysia yang 
tergolong sudah maju dan mendukung dalam penilaian crescent rating. 
Ketiga adalah penilaian utama dari destinasi, fasilitas, serta marketing 
dan awarnes yang terbaik bagi traveler muslim untuk berkunjung. 
Di Indonesia sendiri beberapa daerah yang mewakili sebagai 
wisata halal nasional adalah 3 wilayah, yakni Sumbar, Aceh, dan 
Lombok. Awalnya perkembangan halal tourism bermula dari Lombok 
yang mendapatkan penghargaan sebagai pariwisata halal terbaik di dunia, 
lalu disusul dari daerah-daerah lain yang memiliki potensi dalam 
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pariwisata halalnya seperti aceh Aceh dan Sumbar. Dengan adanya 
prestasi ini membuat beberapa wilayah kota lain ikut ingin 
mengembangkan dengan potensi-potensi dari kota yang ada. Termasuk 
kota solo yang dikenal sebagai kota yang aman dan ramah kepada 
seluruh kalangan masyarakat.  
Dalam mengembangkan pariwisata halal yang ada di kota 
surakarta, Dinas Pariwisata Kota Surakarta melakukan proses 
komunikasi yang mulai dilakukan dengan para pelaku usaha dan tempat-
tempat wisata yang mendukung terwujudnya pariwisata halal. Contohnya 
adalah hotel, restoran, restoran non hotel, wisata religi, event religi, dan 
wisata lain-lainnya yang sudah memiliki sertifikat halal. Namun dalam 
hal sertifikasi halal, di Indonesia yang bertanggung jawab dalam 
sertifikasi atau izin halal adalah pihak dari MUI Indonesia. Jadi untuk 
mengembangkan sebuah pariwisata halal terdapat 3 pilar utama, yaitu 
dari Dinas Pariwisata , pelaku usaha, dan MUI. Dengan didukungnya dari 
3 pihak ini maka pengembangan halal tourism akan memenuhi 
persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pihak Crescent Rating 
dalam penilaian rating GMTI di dunia yang saat ini posisi puncak masih 
dipegang oleh negara Malaysia. Saat ini masih Indonesia masih 
menduduki posisi kedua karena masih belum maksimalnya peran dari 
pihak Dinas, pelaku usaha ataupun dengan MUI. 
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Pelaksanaan SOP sertifikasi halal dari MUI umunya dilihat dari 3 
indikator, yaitu konsistensi, efesiensi, minimalisasi kesehatan, 
penyelesaian masalah, dan peta kerja. Tentunya SOP yang digunakan 
mengacu pada MUI pusat yang dimaksudkan agar alur pelaksaan atau 
pemberian sertifikasi nantinya berjalan secara konsisten dan serah. Saat 
ini pihak dari MUI di kota Solo sendiri berada di Kompleks Masjid 
Agung Surakarta. Namun dalam kurun waktu sekitar 2 tahun ini kantor 
dari MUI Solo untuk saat ini berpindah ke Jl. Sungai Serang I, Semanggi, 
Pasar Kliwon, Surakarta. Dari Kementrian Pariwisata Republik 
Indonesia, Pariwisata halal diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata 
Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan sertifikasi 
usaha pariwisata pada bab III bagian kesatu pasal 6, tentang sertifikasi 
usaha pariwisata halal. Dalam peraturan tersebut pedoman usaha 
pariwisata halal dilakukan oleh dewan syariah nasional atau yang biasa 
dikenal dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). 
b. Pola Komunikasi Dinas Pariwisata Surakarta dalam Pengembangan 
Halal Tourism. 
Pihak Dinas Pariwisata tentunya melakukan interaksi atau 
komunikasi dengan 2 pihak, yaitu pelaku usaha dan MUI. Namun dinas 
baru melakukan interaksi komunikasi dengan pelaku usaha dibidang biro 
wisata haji dan umroh dikarenakan sudah memegang perijinan usaha. 
Komunikasi yang dilakukan berfokus kepada surat-menyurat dari pihak 
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dinas dengan pihak biro wisata untuk sementara ini. Lalu komunikasi 
yang dilakukan nantinya dapat berjalan lagi dari pihak pelaku usaha 
kepada pihak MUI. 
Untuk saat ini pihak dari dinas pariwisata dengan pihak MUI 
belum ada melakukan interaksi komunikasi bersama secara langsung 
dalam bentuk surat-menyurat, sosialisasi, pengarahan atau interaksi yang 
lainnya. Tentunya nanti dalam pengembangan halal tourism dinas akan 
bekerja sama dengan pihak MUI jika sudah berfokus kepada pemenuhan 
halal tourism yang diwujudkan dengan labelisasi halal dari MUI. Saat ini 
komunikasi yang dapat terwujud untuk pengembangannya berawal dari 
pihak dinas pariwisata dengan para pelaku usaha. Untuk pelaku usaha 
biro wisata haji dan umroh sudah melakukan pengembangan mulai dari 
surat perizinan, standarisasi, dan pemenuhan syarat-syarat yang dipenuhi. 
Dan para pelaku usaha yang mengingkan standarisasi halal dari MUI, 
tentunya berkomunikasi langsung dengan pihak MUI dalam pemenuhan 
sertifikasi halal. 
Menurut Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian, Ibu Partini 
mengungkapkan bahwa dalam komunikasi yang saat ini sudah 
berlangsung adalah dengan surat-menyurat dengan pihak lainnya. 
Dengan pelaku usaha yang bergerak di bidang biro wisata haji dan umroh 
tidak hanya sekedar tentang surat-menyurat, namun adanya sosialisasi 
tentang perizinan usaha yang dipegang oleh Dinas Pariwisata Surakarta 
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jika terdapat kesulitan atau kendala jika memerlukan sebuah sosialisasi. 
Tentunya tugas tentang surat-menyurat menjadi tugas utama dari subbag 
umum dan kepegawaian dalam membina hubungan atau komunikasi 
dengan pihak-pihak luar yang terkait. 
“Saat ini yang menjadi komunikasi utama pihak dari dinas 
pariwisata dengan para pelaku usaha adalah dengan media surat-
menyurat. Tentang sosialisasi tentunya akan diadakan jika perlu 
dan harus dilakukan dan pelaksanaan komunikasi atau kendala 
yang lain terjadi dari pihak dinas dengan pelaku usaha.” 
(wawancara dengan kepala subbag umum dan kepegawaian Dinas 
Pariwisata Surakarta, 17 September 2018) 
c. Model Komunikasi 
Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata 
Surakarta, Pak Suwoto mengatakan bahwa komunikasi dari lingkungan 
Dinas Pariwisata diperankan oleh semua komponen dalam 
pengembangan halal tourism yang ada di kota surakarta, terutama 
memiliki kesan kota yang ramah dan sebagai pemegang kota layak huni 
di Indonesia. Dalam dunia pariwisata yang perlu diperhatikan dalam 
pengembangannya adalah bagaimana faktor-faktor pendukung yang bisa 
dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata Surakarta masyarakat diluar maupun 
didalam kota. Dunia pariwisata di kota solo memiliki daya tarik budaya 
dan seni yang menarik para wisatawan, terutama disolo terdapat banyak 
sekali para pelaku usaha yang menggunakan label syariah, terutama hotel 
yang sedang marak. 
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Dibidang yang beliau pimpin di bidang destinasi dan industri 
pariwisata sendiri berfokus kepada pengembangan dan pengelolaan 
pariwisata di kota solo. Dibagi menjadi 3 seksi, yaitu seksi 
pengembangan daya tarik wisata, seksi pengelolaan kawasan strategis 
pariwisata, dan seksi pengembangan industry pairwisata.  
Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata sendiri dengan 
dinas lain menurut Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian dilakukan 
antar persona dari berbagai bidang yang ada di Dinas Pariwisata 
Surakarta. Di Dinas Pariwisata sendiri terdiri dari 3 bidang, yaitu bidang 
Destinasi Bidang dan Industri Pariwisata, Bidang Pemasaran, dan Bidang 
pengembangan Ekonomi Kreatif. Namun dalam pengembangan wisata di 
masyarakat yang lebih berperan adalah di bidang destinasi dan industri 
pariwisata sedangkan untuk bidang pengembangan ekonomi kreatif lebih 
berfokus ke bidang ekonomi wisata di kota Surakarta. 
Sebelumnya terdapat peraturan menteri pariwisata dan ekonomi 
kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha 
hotel syariah, namun akhirnya menteri pariwisata mengeluarkan 
peraturan menteri pariwisata Nomor 11 tahun 2016 yang memutuskan 
untuk menyabut peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif 
tersebut. Faktor yang menyebabkan dicabutnya peraturan menteri 
tersebut karena perkembangan pariwisata sekarang ini tidak sesuai lagi 
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dengan tuntutan pada saat itu. Mulai bermunculan para pelaku usaha 
syariah yang membuat peraturan tersebut diperbaharui. 
Dibidang pemasaran Dinas Pariwisata Surakarta juga melakukan 
beberapa langkah-langkah dengan kerja sama dari pihak sesama Dinas 
Pariwisata namun dari wilayah lain dalam memasarkan pariwisata yang 
dapat dibrandingkan. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang 
Pemasaran Dinas Pariwisata Surakarta, Ibu Wahyu Kristina mengatakan 
bahwa dalam memasarkan para pelaku usaha yang ada dikota solo adalah 
dengan melalui adanya event-event yang cukup menarik minat 
masyarakat dan kita dapat ikut dalam event tersebut dan menawarkan 
pariwisata apa saja yang ada dikota solo.  
“Dengan ikut serta atau menawarkan para pelaku usaha yang ada di 
solo dapat menarik minta ataupun respon dari masyarakat dan 
dapat mengembangkan pariwisatanya dari segi para pelaku usaha 
tersebut.”(wawancara dengan kepala bidang pemasaran Dinas 
Pariwisata Surakarta, 17 September 2018) 
Dari hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa komunikasi 
yang digunakan oleh Dinas Pariwisata adalah dengan ikut serta event-
event yang ada diluar wilayah solo dan menawarkan pariwisata solo. Jika 
terdapat event-event yang besar atau dirasa penting dalam acara tersebut 
maka akan diadakan rapat evaluasi oleh seluruh anggota Dinas Pariwisata 
membahas terkait apa saja yang perlu dipersiapkan atau kekurangan yang 
perlu diselesaikan dalam event tersebut. Ibu Partini selaku Kepala 
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Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Surakarta 
mengungkapkan bahwa 
“Dalam rapat tidak ada penjadwalan rutin, namun rapat akan 
diadakan jika terdapat event besar atau hal penting yang perlu 
dirapatkan oleh seluruh anggota Dinas Pariwisata dari berbagai 
Bidang maupun seksi” (wawancara dengan Kepala subbag umum 
dan kepegawaian Dinas Pariwisata Surakarta, 17 September 2018) 
Adapun dalam pengembangan halal tourism tentunya dibutuhkan 
dukungan dari pihak dari Dinas Pariwisata atau dari pihak para pelaku 
usaha. Menurut Pak Suwoto dalam komunikasi yang utama dari pihak 
Dinas Pariwisata adalah respons dari para pelaku usaha yang mulai 
bermunculan dengan branding syariah. Terutama pelaku usaha di biro 
wisata haji dan umroh yang sudah dulu muncul, lalu disusul dengan 
banyaknya hotel yang bermunculan di kota solo dan menerapkan konsep 
syariah. 
“Kalau untuk pelaku usaha di biro wisata haji dan umroh mungkin 
sudah biasa, tapi respon dari para pelaku usaha syariah terutama 
hotel. Adapula dengan beberapa para pelaku usaha dibidang kuliner 
atau restoran yang mulai merespon dengan mengembangkan wisata 
mereka menjadi syariah. Namun dalam praktek dilapangan tidak 
semua para pelaku usaha merespon dengan baik pengembangan 
halal tourism tersebut. Masih ada beberapa para pelaku usaha yang 
tidak ikut ambil alih dalam pengembangan halal tourism tersebut. 
Adapula beberapa para pelaku usaha yang tidak memenuhi syarat 
secara syariah namun menggunakan label atau membranding 
bahwa mereka memenuhi syarat-syarat standarisasi dalam hukum 
syariah.” (wawancara dengan kepala bidang destinasi dan industri 
Pariwisata Dinas Pariwisata Surakarta, 18 September 2018) 
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Gambar 8. Komunikasi Dinas Pariwisata Surakarta Dengan Pelaku 
Usaha 
Dalam pelaksanaannya seksi Informasi dan Promosi Dinas 
Pariwisata Surakarta, Ibu Tri Rusnita mengatakan bahwa saat ini Dinas 
Pariwisata Surakarta baru memegang ijin usaha untuk para pelaku usaha 
yang bergerak dibidang Biro wisata umroh dan haji. Untuk para pelaku 
usaha yang lain dipegang dari anggota persatuan masing-masing seperti 
dibidang usaha penginapan atau perhotelan. Dalam perizinan usaha 
sendiri Dinas Pariwisata akan memberikan bantuan bagi para pelaku 
usaha yang belum memiliki izin atau mendapatkan kesulitan dalam 
perizinan usaha dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP).  
“Dinas Pariwisata setelah memberikan kemudahan izin kepada 
para pelaku usaha yang nantinya akan membuat perizinan usaha 
kepada pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP)” (wawancara dengan seksi informasi dan 
promosi dinas pariwisata surakarta, 18 September 2018) 
Adapula dalam pengembangan dari dinas pariwisata surakarta 
dalam pengembangannya menggunakan media elektronik, massa, sosial 
ataupun online. Dengan adanya komunikasi pengembangan melalui 
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media-media tersebut, tentunya dapat berefek kepada para pelaku usaha 
untuk mengembangkan bagaimana halal tourism di dinas pariwisata 
Surakarta. Model komunikasi seperti ini bisa dikategorikan sebagai 
model komunikasi Lasswell karena dari model komunikasinya yang 
sederhana dan terdapat 5 komponen utama, yaitu komunikator (pengirim 
pesan), hal yang ingin disampaikan (pesan), melalui media apa (channel 
yang digunakan), kepada siapa pesan tersebut (penerima pesan), dan 
bertujuan untuk apa (efek yang diinginkan). 
Dari hasil wawancara dengan Ibu Wahyu Kristina dalam 
komunikasi melalui media massa ini dapat digunakan atau dipergunakan 
untuk mengembangkan halal tourism. 
“Dengan kemudahan media saat ini dapat membantu pihak kita 
dari Dinas Pariwisata dengan pihak dari para pelaku usaha agar 
komunikasi yang diinginkan dapat tersampaikan tujuan awalnya. 
Ini nantinya dapat dilihat dari efek yang ditimbulkan dari 
perkembangan pariwisata apakah naik atau turun.” (wawancara 
dengan Kepala bidang pemasaran pariwisata Dinas Pariwisata 
Surakarta, 17 September 2018) 
Dalam model komunikasi ini, pihak dari Dinas Pariwisata berperan 
sebagai pengirim pesan (Komunikator) kepada penerima pesan tersebut 
(Komunikan). Pesan yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata adalah 
bagaimana pengembangan halal tourism yang ada dikota solo kepada 
penerima pesan yaitu para pelaku-pelaku usaha yang ada di kota solo. 
Media yang digunakan oleh Dinas pariwisata dalam pengembangan halal 
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tourism bisa dari berbagai media massa yang digunakan sehari-hari oleh 
masyarakat terutama oleh para pelaku usaha yang dituju.  
 
 
Gambar 9. Komunikasi Dinas melalui Media Massa 
Model komunikasi yang digunakan oleh Dinas Pariwisata tentunya 
tidak berhasil sepenuhnya dan terdapat gangguan dalam komunikasi 
kepada para pelaku usaha. Gangguan yang dialami oleh pihak dari Dinas 
Pariwisata lebih kepada bagaimana para pelaku usaha yang masih belum 
paham tentang apa saja syarat atau standarisasi dari halal tourism. Dari 
hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, beberapa dari para pelaku 
usaha yang menggunakan nama atau branding syariah masih belum 
paham dan mengerti bagaimana standarisasi atau syarat-syarat yang 
harus dipenuhi. Para pelaku usaha sendiri dalam hal informasi tentang 
halal tourism masih sangat minim dan belum serius dalam 
mengembangkan usahanya. Dari wawancara yang dilakukan dengan Pak 
Suwoto gangguan ini tentu terjadi dalam seluruhan komunikasi 
“Gangguan dalam komunikasi dinas pariwisata dengan para pelaku 
usaha dapat berbagai macam, dapat dari pihak dinas pariwisata 
Surakarta sebagai pengirim pesan atau dari pihak para pelaku usaha 
sebagai penerima pesan. Tentunya ini menjadi tolak ukur 
bagaimana komunikasi antar kami pihak dari Dinas dengan para 
pelaku usaha dalam keberhasilan dan keefektifan dalam 
pengembangan halal tourism” (wawancara dengan Kepala bidang 
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bidang destinasi dan industri pariwisata Dinas Pariwisata Surakarta, 
18 September 2018) 
Ini tentunya menjadi sebuah gangguan dalam komunikasi dari 
Dinas Pariwisata kepada para pelaku usaha menjadi tidak maksimal. Dan 
dampaknya dapat diperhatikan pada saat pihak dari pelaku usaha tidak 
mendapatkan informasi yang cukup dari Dinas Pariwisata Surakarta apa 
saja yang harus dan perlu dilakukan dalam mengembangkan halal 
tourism. Dengan pengiriman pesan yang dilakukan, pihak dari Dinas 
Pariwisata mencari solusi dan mengevalusasi bagaiman pesan yang 
paling mudah untuk diterima oleh pihak dari pelaku usaha seperti apa.  
  
Gambar 10. Gangguan Komunikasi Dinas Pariwisata kepada pelaku usaha 
Dalam pengembangan Halal Tourism, Dinas Pariwisata Surakarta 
memberikan informasi tentang pengembangannya melalui MUI yang 
memiliki tanggung jawab dalam standarisasi produk halal di Indonesia. 
Setelah itu pihak memberikan informasi dan syarat-syarat dalam 
memenuhi kriteria pariwisata halal. Setelah persyaratan tersebut sudah 
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dipenuhi oleh para pelaku usaha, maka pihak MUI dapat memberikan 
sebuah pengurusan tentang sertifikasi halal atau label halal pada pelaku 
usaha tersebut. Untuk pemenuhan sertifikasi halal MUI, nantinya dapat 
melalui MUI solo yang akan membuat rekomendasi ke MUI Semarang 
yang akan membuat sertifikasi dan melakukan survey ke lokasi usaha 
tersebut. Dari pihak Dinas Pariwisata Surakarta tentunya akan 
berkomunikasi dengan pihak para pelaku usaha yang ingin berstatus atau 
menggunakan branding syariah. Setelah para pelaku usaha tersebut 
memenuhi untuk standarisasi untuk pariwisata halal, maka para pelaku 
usaha dapat berkomunikasi dengan pihak MUI untuk mendapatkan 
sertifikasi halal karena sudah memenuhi standar. Para pelaku usaha yang 
sudah memilik sertifikat dapat berkomunikasi dengan para pelaku usaha 
yang menyangkut dengan bisnis usahanya yang berhubungan dengan 
pariwisata halal dan dapat berkomunikasi kembali ke dinas pariwisata 
untuk membantu dinas dalam pengembangan pariwisata halal dan 
seterusnya. Dari hasil wawancara dengan pak suwoto beliau mengatakan 
bahwa: 
“Dalam pengembangannya tentu ada keterlibatan dari 3 pihak ini, 
yaitu dari Dinas, MUI, dan para pelaku usaha. Namun untuk saat 
ini belum adanya koordinasi antara pihak dinas dengan pihak MUI. 
Kalau dinas dengan para pelaku usaha sudah ada namun dipegang 
dibagian para pelaku usaha di biro wisata umroh dan haji. Untuk 
yang lain mungkin akan segera dikembangkan lagi agar 
pengembangan halal tourism bisa dievaluasi lagi.” (wawancara 
dengan Kepala bidang destinasi dan industri pariwisata Dinas 
Pariwisata Surakarta, 18 September 2018) 
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2. Analisis Data 
Pola komunikasi yang terjadi dari pihak Dinas Pariwisata dimulai 
dengan pihak para pelaku usaha, terutama dibidang biro wisata haji dan 
umroh yang sudah dipegang oleh dinas dalam pengurusan perizinan usaha. 
Sedangkan untuk pelaku usaha dibidang lain masih menyusul dan masih 
dipegang oleh asosiasi pelaku usaha dibidang masing-masing seperti hotel. 
Komunikasi yang belum terjadi adalah pihak dari Dinas Pariwisata 
Surakarta dengan pihak MUI. Setelah pihak dari para pelaku usaha 
mendapatkan stimulus dari pihak Dinas Pariwisata, maka respon dari para 
pelaku usaha yakni melakukan komunikasi dengan pihak MUI dalam 
pengembangan halal tourismnya. 
Komunikasi yang terjadi antara para pelaku usaha dan MUI 
terbentuk dari surat-menyurat dan rekomendasi untuk sertifikasi halal atau 
standarisasi dalam pariwisata halal. Mulai dari syarat-syarat yang harus 
dipenuhi tentunya MUI melakukan sosialisasi dengan para pelaku usaha 
yang memiliki potensi untuk mengembangkan wisatanya menjadi 
pendukung untuk pariwisata halal.Dalam proses komunikasi yang 
digunakan oleh Dinas Pariwisata Surakarta lebih menggunakan kepada 
pihak dari dinas sebagai pemberi stimulus, komunikasi media massa, 
komunikasi dengan adanya gangguan, dan komunikasi banyak tahap. Dalam 
hal pengembangan pihak yang terlibat adalah para pelaku usaha dan MUI 
yang menjadi komponen dalam pariwisata halal. Namun dalam 
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penyelenggaraannya sertifikasi halal dibuat oleh pihak MUI Semarang yang 
menjadi penanggung jawab diprovinsi Jawa Tengah. Untuk mendapatkan 
sertifikasi tersebut pihak MUI akan melakukan survei ke tempat lokasi 
usaha yang mengajukan, dan akan mendata apakah tempat usaha tersebut 
layak dan dapat dibuatkan sertifikasi secara halal oleh MUI. 
Pihak dari Dinas Pariwisata melakukan komunikasi dengan pihak 
para pelaku usaha yang ingin memiliki standarisasi dari pariwisata halal. 
Dengan komunikasi ini nantinya para pelaku usaha yang memakai branding 
syariah dapat memenuhi standarisasi yang dipenuhi oleh pihak MUI yang 
bertanggung jawab dalam hal standarisasi pariwisata halal. Dari komunikasi 
yang digunakan dari pihak Dinas Pariwisata sendiri melalui komunikasi 
sederhana melalui media massa. Entah itu dari media eletronik, sosial, 
online dan lain-lainnya. Dengan menggunakan media tersebut dapat 
memudahkan komunikasi dari Dinas Pariwisata dengan pelaku usaha dalam 
pengembangan halal tourism di kota solo 
Komunikasi yang lain adalah komunikasi berfokus kepada adanya 
gangguan dalam komunikasi antara pihak Dinas Pariwisata sebagai 
pengirim pesan dan pihak para pelaku usaha sebagai penerima pesan. Dan 
gangguan yang terjadi adalah saat komunikasi yang disampaikan oleh pihak 
Dinas Pariwisata tidak sepenuhnya dapat diterima atau kurang dimengerti 
oleh pihak para pelaku usaha. Dan akhirnya penerimaan pesan tidak 
maksimal karena adanya gangguan saat komunikasi tersebut dilakukan. 
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Komunikasi banyak tahap yang dilaksanakan oleh Dinas 
Pariwisata melakukan komunikasi dengan pihak MUI melalui pemenuhan 
standarisasi pariwisata halal melalui sertifikasi halal MUI yang nantinya 
akan memberikan syarat-syarat apa saja yang perlu dipenuhi oleh para 
pelaku usaha yang ingin mendapatkan pengakuan pariwisata halal secara 
langsung oleh MUI dengan sertifikasi halal. Setelah ada beberapa pelaku 
usaha yang sudah mendapatkan persyaratan tersebut, maka para pelak usaha 
yang sudah memenuhi dan mendapatkan sertifikat akan berkomunikasi 
dengan para pelaku usaha lainnya yang baru mendapatkan perizinan 
mendirikan usaha dan belum memenuhi standarisasi oleh MUI dan berlanjut 
ke para pelaku usaha yang lain. Dan para pelaku usaha nantinya dapat 
berkomunikasi dengan pihak dari Dinas Pariwisata Surakarta agar dapat 
membantu pengembangan pariwisata halal yang ada di kota solo dan dapat 
direkomendasikan oleh pihak Dinas karena sudah bersetifikasi. 
 
 
 
 
 
Gambar 11. Komunikasi Dinas Pariwisata dengan Pelaku Usaha, dan MUI. 
 
 
 
 
Pemimpin 
Opini 
MUI 
Sumber 
Dinas 
Pariwisata 
 
 
Biro Haji 
Umroh 
 
 
Hotel 
 
 
Restoran 
noise 
67 
 
Dengan komunikasi-komunikasi tersebut, pihak dari Dinas 
Pariwisata bertujuan agar komunikasi tersebut dapat dicapai dalam 
mengembangkan halal tourism di kota solo dengan para pelaku usaha dan 
MUI. Selama pengamatan yang dilakukan, proses komunikasi pihak dari 
Dinas Pariwisata dalam pengembangan halal tourism dilaksanakan dari 
bidang destinasi industri pariwisata, dan bidang pemasran pariwisata. 
Namun yang paling berperan adalah dibidang destinasi dan industri 
pariwisata dimana dalam tugas utamanya adalah pengembangan dan 
pengelolaan pariwisata yang ada dikota solo. Dan seksi dari bidang destinasi 
dan industri pariwisata dikelompokkan dari seksi pengembangan daya tarik, 
seksi pengelolaan kawasan strategis, dan seksi pengembangan industri. 
Dalam komunikasi banyak tahap yang digunakan oleh pihak Dinas 
Pariwisata Surakarta tentunya memiliki gangguan (noise) yang 
menyebabkan tahap-tahap komunikasi tersebut terganggu. Yang menjadi 
gangguannya adalah komunikasi antara pihak dari Dinas Pariwisata 
Surakarta dengan pihak MUI. Untuk saat ini Dinas Pariwisata belum 
melakukan komunikasi sama sekali dengan pihak MUI, dan hanya sebatas 
pengumpulan data-data dari para pelaku usaha yang bersertifikat halal dari 
MUI. Tentunya komunikasi antara pihak dari Dinas Pariwisata dan MUI 
belum mengarah kepada pengembangan dan melakukan komunikasi 
bersama dalam satu wadah komunikasi. 
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C. Faktor Pendukung dan Penghambat 
Faktor pendukung dapat dianggap sebagai segala hal yang mendukung 
model komunikasi pengembangan halal tourism yang ada di Dinas Pariwisata 
Surakarta, sedangkan untuk faktor penghambat dianggap sebagai segala hal 
yang belum dicapai atau terdapat permasalahan yang menghambat 
terlaksananya model komunikasi pengembangan di Dinas Pariwisata, dan tidak 
terpenuhinya tujuan yang ingin dicapai. Adapun faktor pendukung maupun 
faktor penghambat model komunikasi pengembangan halal tourism di Dinas 
Pariwisata Surakarta dengan pelaku usaha dan MUI. 
a. Faktor Pendukung 
Beberapa faktor yang mendukung terlaksanya model komunikasi 
pengembangan halal tourism diantaranya : 
i. Banyak Pelaku Usaha Syariah 
Dalam dunia pariwisata yang menjadi kekuatan dan syarat 
wajib dalam pengembangan halal tourism adalah terdapatnya para 
pelaku usaha yang ramah untuk para wisatawan mancanegara 
maupun asing yang beragama muslim dan menerapkan hukum 
syariah. Di kota solo sendiri terdapat banyak sekali para pelaku 
usaha yang menerapkan hukum syariah terutama sudah ada 
beberapa pelaku usaha yang memenuhi standarisasi dan memiliki 
sertifikat Halal dari pihak MUI.  
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ii. Kota solo terlayak huni di Indonesia 
Kota solo walau memiliki luas kota yang tidak terlalu besar 
dan luas, namun kota solo memiliki suasana dan kondisi yang 
mendukung untuk dihuni. Ini terbukti dengan penilaian bahwa kota 
solo merupakan kota terlayak di Indonesia mengalahkan kota-kota 
besar lainnya. Aspek yang menjadi solo menjadi kota layak huni 
adalah dari aspek penilaian air bersih, fasilitas pendidikan, 
kesehatan, kegamaan dan transportasi. 
iii. Letaknya kota sangat strategis 
Letak dari Kota solo sendiri berdekatan dengan 2 ibu kota 
provinsi jawa tengah dan DIY, yakni kota Semarang dan 
Yogyakarta atau biasa mendapatkan sebutan dengan jalur Joglo 
Semar (jogja, solo, semarang). Akses yang mudah menjadi faktor 
pendukung para wisatawan jika berkunjung ke salah satu kota 
tersebut, dapat berkunjung ke kota lain, terutama di kota solo. 
Terdapat transportasi yang sangat mendukung kota solo dari 
terdapatnya terminal bus, stasiun kereta api, bandara, travel agent 
dan biro wisata.  
iv. Daya tarik wisata solo 
Kota Solo terkenal akan daya tarik pariwisatanya yang sangat 
unik dan berbeda dengan wisata dikota lain di Indonesia. Walau 
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tergolong kota kecil, namun banyak para wisatawan dari 
mancanegara maupun asing datang ke kota solo untuk menikmati 
wisatanya. Para wisatawan tertarik dengan wisata yang ditawarkan 
oleh kota solo tidak hanya dari budaya dan seninya, kuliner, dan 
pariwisata lainnya yang tidak dimiliki oleh wisata di kota lain. 
b. Faktor Penghambat 
Dalam pengembangan pariwisata, pasti terdapat adanya kendala 
atau faktor-faktor yang menghambat terlaksanya pengembangan 
tersebut, antara lain : 
i. Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal. 
Para pelaku usaha banyak sekali yang menerapkan wisata 
yang syariah dan ramah terhadapa para wisatawan muslim. Namun 
para pelaku usaha tidak begitu mengetahui tentang pemenuhan 
sertifikasi halal dari MUI dan para pelaku usaha hanya memiliki 
perizinan usaha saja dan memasarkan dengan label syariah. Tentu 
ini menjadi kekurangan dari pengembangan halal tourism dan 
gangguan bagi pihak dari Dinas Pariwisata Surakarta kedepannya 
dalam mengembangkan halal tourism. 
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ii. Sertifikasi MUI masih di tingkat provinsi 
Dalam pemenuhan sertifikasi halal dari MUI, pihak dari 
pelaku usaha harus mengajukannya ke MUI Semarang dimana 
yang bertanggung jawab di tingkat provinsi jawa tengah karena 
solo termasuk di provinsi tersebut dan kekurangan Sumber Daya 
Manusia dan alat-alat menjadi faktor penyebabnya. Dan untuk 
pemenuhan sertifikasi halal nantinya akan dibuatkan oleh MUI 
Semarang dan untuk jangka waktunya bertahap dengan pihak 
pelaku usaha. 
iii. Banyaknya para pelaku usaha hotel 
Di kota solo terdapat banyak sekali hotel yang terbangun di 
daerah tengah kota dan dari tahun-tahun selanjutnya jumlah hotel 
yang ada di kota solo semakin bertambah. Banyaknya para 
pengusaha yang membangun dikota solo karena pertumbuhan 
dikota solo yang menarik minat para pengusaha untuk membangun 
usaha berbasis hotel. Namun ini juga bisa menjadi persaingan yang 
tidak sehat seiring perkembangan hotel dikota solo. Banyaknya 
jumlah hotel dikota solo tidak sebanding dengan jumlah kunjungan 
para wisatawan yang datang ke kota solo yang tergolong kota yang 
memiliki luas wilayah yang kecil. Dengan adanya persaingan tidak 
sehat juga akan berdampak bagaimana pengembangan halal 
tourism di kota solo untuk para pelaku usaha dibidang hotel. 
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iv. Belum adanya komunikasi dengan MUI. 
Seperti yang pernah dibahas sebelumnya bahwa 
pengembangan halal tourism perlu adanya peran dari MUI yang 
diberikan kewenangan dalam standarisasi pariwisata halal seperti 
apa. Namun saat ini belum adanya komunikasi menjadi kendala 
antara dinas dengan pihak MUI dalam pengembangannya. Namun 
beberapa pihak dari para pelaku usaha sudah melakukan 
komunikasi dengan pihak MUI walau hanya sebatas pemenuhan 
sertifikasi halal dari MUI untuk memenuhi standarisasi halal. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh 
peneliti, maka dapat diuraikan bahwa model komunikasi pengembangan 
halal tourism di Dinas Pariwisata Surakarta menggunakan model 
komunikasi diantaranya sebagai berikut : 
1. Pihak dari Dinas Pariwisata memberikan bagaimana gambaran 
dari respons yang diterima oleh para pelaku usaha dalam 
pengembangan halal tourism. Dari Dinas Pariwisata tentunya 
menginginkan pihak dari para pelaku usaha yang belum 
memiliki standarisasi untuk memenuhi standarisasi yang telah 
ditetapkan oleh MUI dan nantinya dapat membantu untuk 
pengembangan sebuah pariwisata halal. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 12. Model Stimulus Respon dari Dinas Pariwisata Surakarta 
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2. Komunikasi dinas pariwisata tergantung pada bagaimana 
unsur-unsur komunikasi yang digunakan. Diantaranya 5 unsur 
tersebut yakni, komunikan, pesan, media, penerima, dan efek. 
Dalam komunikannya tidak hanya bisa dari pihak dari Dinas 
Pariwisata, melainkan dapat melalui pihak dari pelaku usaha 
lain yang sudah memiliki sertifikat MUI dan pihak MUI 
sendiri. 
 
Gambar 13. Gambar Model Komunikasi Lasswell Dinas 
Pariwisata Surakarta 
3. Pihak Dinas Pariwisata sebagai pengirim pesan dengan pihak 
para pelaku usaha terdapat gangguan dalam komunikasinya 
yang dilihat dari bagaimana pengembangan dari pelaku usaha 
yang tidak maksimal dan tidak mengembangkan halal tourism. 
Gambar 14. Gambar Model Komunikasi Shanon and Weaver 
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4. Gambaran komunikasi Dinas Pariwisata dapat bersambung dari 
pihak satu ke pihak yang lain, dan kembali ke Dinas lagi. Dari 
model tersebut Dinas Pariwisata melakukan komunikasi yang 
dapat melalui dari MUI atau langsung ke para pelaku usaha 
yang nantinya para pelaku usaha yang dituju akan melakukan 
komunikasi kepada para pelaku-pelaku usaha yang lainnya dan 
kembali lagi ke Dinas Pariwisata dimana asal mula komunikasi 
tersebut dimulai dan seterusnya. Namun untuk saat ini Dinas 
pariwisata baru memegang untuk data dan ijin pelaku usaha di 
bidang biro haji dan umroh. 
 
 
 
 
Gambar 15. Gambar Model Komunikasi Alir Banyak Tahap Dinas 
Pariwisata Surakarta 
Model komunikasi pengembangan ini tentunya harus didukung 
oleh pihak dari MUI terutama dari para pelaku usaha yang menjadi 
komponen utama terbentuknya pariwisata halal. Dan yang menjadi faktor 
pendukung dan penghambat dari adalah : 
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1. Faktor Pendukung 
a. Banyaknya para pelaku usaha syariah 
b. Kota solo layak terhuni di Indonesia 
c. Letaknya kota sangat strategis 
d. Daya tarik wisata solo 
2. Faktor Penghambat 
a. Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang halal tourism 
b. Sertifikasi halal masih ditingkat provinsi 
c. Banyaknya para pelaku usaha hotel 
d. Belum adanya komunikasi dengan MUI 
B. Saran 
Dengan adanya berbagai potensi yang ada dikota solo, peneliti 
berharap bahwa dengan hasil penelitian ini dapat menggerakan dari 
berbagai pihak, terutama pihak dari Dinas Pariwisata Surakarta yang 
menjadi wadah bidang Pariwisata terutama di lingkungan pemerintahan. 
Semakin banyak para pelaku usaha yang menggunakan branding syariah 
untuk meyakinkan masyarakat, namun dari pihak para pelaku usaha belum 
memiliki sertifikasi untuk standarisasi dari MUI. Diharapkan kedepannya 
dapat dikembangkan lagi agar pariwisata dikota Solo dapat dipertanggung 
jawabkan kedepannya. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1 : Interview Guide 
Informan :  
1. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata 
Surakarta (Suwoto, S.H.) 
2. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Surakarta (Sri 
Partini, S.E., M.Si) 
3. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Surakarta (Wahyu 
Kristina, S.S, M.M) 
4. Anggota Pelaksana Model Komunikasi Dinas Pariwisata Surakarta (Tri 
Rusnitam S.E., M.M.) 
5. Pihak Pelaku Usaha Pendukung Halal Tourism (Goela Klapa Resto, 
Dewangga All Hajj Umroh, Hotel Zaen Syariah) 
6. Ketua Umum dari MUI Surakarta 
Daftar Pertanyaan Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas 
Pariwisata Surakarta : 
1. Apa saja yang kegiatan atau program berhubungan dengan model 
komunikasi dinas pariwisata Surakarta? 
2. Mengapa menggunakan model komunikasi tersebut? 
3. Siapa saja yang berperan dalam model komunikasi dinas pariwisata? 
(internal dan eksternal) 
4. Apakah media terlibat dalam model komunikasi dinas pariwisata? 
5. Bagaimana tahapan-tahap model komunikasi tersebut? 
6. Bagaimana sejarah halal tourism di Surakarta? 
7. Kapan trending halal mulai muncul di Indonesia terutama di kota 
Surakarta? 
8. Program apa yang dapat mendukung halal tourism? 
  
9. Apa saja kekurangan yang diperlu diperbaiki oleh wisata di kota Solo 
menuju wisata halal? 
10. Dimana saja dinas pariwisata melakukan model komunikasi dalam 
menjalin hubungan dengan tempat wisata? 
11. Dimana saja saat ini tempat yang sudah berlabel halal? 
12. Dimana saja tempat yang menjadi potensi pendukung pariwisata halal? 
13. Apa pengalaman pariwisata Surakarta dalam hal pariwisata halal? 
14. Apakah ada peraturan yang mengatur tentang halal tourism? 
15. Apa saja upaya dari dinas pariwisata kota solo dalam mengembangkan 
pariwisata halal? 
16. Apakah dinas pariwisata bekerja sama dengan dinas yang lain? 
17. Apa saja faktor pendukung dan penghambatnya? 
18. Apa upaya yang sudah dilakukan oleh dinas pariwisata kota solo? 
19. Bagaimana pentingnya label pariwisata halal? 
20. Bagaimana kinerja dari dinas pariwisata masalah halal tourism ini? 
21. Apa perencanaan yang ingin diwujudkan atas pelaksanaan model 
komunikasi wisata halal ini? 
22. Bagaimana model komunikasi yang digunakan dinas pariwisata dalam 
pengembangan halal tourism di kota Solo? 
23. Apa kelebihan dan kekurangan model komunikasi saat ini? 
 
 
 
 
 
 
  
 
Daftar Pertanyaan Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata 
Surakarta 
 
1. Bagaimana peran humas dalam menjalankan model komunikasi dalam 
pengembangan halal tourism? 
2. Apa saja pelaksanaan model komunikasi yang dilaksanakan? 
3. Apa saja tugas humas dalam dinas pariwisata Surakarta? 
4. Apa hubungan humas dalam pariwisata halal? 
5. Bagaimana pentingnya humas dalam pengembangan pariwisata halal? 
6. Apakah ada komunikasi khusus yang digunakan oleh humas dinas 
pariwisata Surakarta? 
7. Mengapa humas berhubungan dengan model komunikasi dinas pariwisata 
Surakarta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Daftar Pertanyaan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata 
Surakarta 
1. Bagaimana peran bidang pemasaran dalam menjalankan model 
komunikasi dalam pengembangan halal tourism? 
2. Apa saja tugas dari bidang pemasaran dinas pariwisata Surakarta dalam 
hal komunikasi? 
3. Bagaimana komunikasi yang digunakan dengan para pelaksana 
komunikasi? 
4. Apa hubungan bidang pemasaran dengan pariwisata halal? 
5. Apa pentingnya pemasaran dalam komunikasi di dinas pariwisata 
Surakarta? 
6. Apa pencapaian yang harus dicapai? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Daftar Pertanyaan Anggota Pelaksana Model Komunikasi Dinas Pariwisata 
Surakarta : 
 
1. Apa saja tugas dari pelaksana model komunikasi Dinas Pariwisata 
Surakarta? 
2. Usaha apa yang diperlukan dalam pelaksanaan model komunikasi ini? 
3. Bagaimana pelaksanaan dan langkah dalam model komunikasi ini? (dalam 
Internal) 
4. Bagaimana tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan model komunikasi 
ini? 
5. Apa pencapaian utama yang diharus dicapai? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Daftar Pertanyaan Para Pelaku Usaha 
1. Apakah  yang diketahui tentang pariwisata halal? 
2. Bagaimana peran para pelaku usaha dalam pariwisata halal? 
3. Apakah fungsi adanya label halal atau pariwisata halal? 
4. Siapa saja yang berperan dalam komunikasi tersebut? 
5. Apakah ada hubungan dengan pihak dinas terkait ataupun dari MUI? 
6. Bagaimana komunikasi dengan pihak lain terbentuk? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dafta Pertanyaan Ketua Umum MUI Surakarta 
1. Apa definisi pariwisata halal? 
2. Bagaiman peran MUI dalam pariwisata halal? 
3. Siapa saja pihak yang bekerja sama dengan MUI? 
4. Bagaimana komunikasi MUI terhadap pihak lain? 
5. Apa saja syarat dalam pemenuhan sertifikas halal MUI? 
6. Bagaimana perkembangan pariwisata halal yang ada dikota surakarta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 2 : Field Note Hasil Wawancara 
Wawancara 1 
Narasumber 1 : Suwoto S. H. 
Posisi  : Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata 
  Surakarta 
Waktu  : 18 September 2018 Jam 14.00  
Tempat : Dinas Pariwisata Surakarta 
 
 
1. Bagaimana pendapat anda tentang pariwisata halal yang ada disolo? 
“Kota Solo memiliki banyak potensi yang didukung oleh para pelaku usaha 
di kota Solo yang sudah ada cukup lama. Namun menurut beliau pariwisata 
halal biasanya dilihat dari aspek hotel syariahnya terlebih dahulu, lalu 
berlanjut ke usaha lain seperti restoran, biro wisata, dan lain-lainnya” 
2. Apa saja komponen dari pariwisata halal? 
“Menurut beliau komponen yang utama untuk pengembangan suatu wisata 
berfokus kepada para pelaku usaha terlebih dahulu, lalu berlanjut ke 
penanggung jawab di lingkungan pemerintah atau dinas.” 
3. Bagaimana hubungan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata? 
“Pihak dari Dinas Pariwisata tentunya dalam mengembangkan halal tourism 
berkomunikasi dengan para pelaku usaha. Tentunya komunikasi yang 
dilakukan oleh Dinas mendapatkan respon dari pelaku usaha yang saat ini 
mulai bermunculan dengan branding syariah disusul dengan pelaku usaha 
lainnya. Namun dalam komunikasi tentunya tidak sepenuhnya berhasil dan 
pastinya terdapat sebuah gangguan dalam prosesnya.” 
4. Siapa saja yang berperan dalam pengembangan halal tourism? 
“Dapat dari pihak Dinas Pariwisata ataupun dari para pelaku usaha saat ini. 
Tidak dapat dipungkiri beberapa para pelaku usaha yang menggunakan 
nama atau branding syariah, namun tidak memiliki sertifikasi dari MUI 
karena belum memenuhi standarisasi sebagai pelaku usaha syariah. MUI 
  
juga terlibat sebagai badan pengawas standarisasi hukum syariah yang 
terdapat dari para pelaku usaha tersebut.”  
5. Apa yang menjadi kendala dalam komunikasi dari Dinas Pariwisata? 
“Saat ini para pelaku usaha dikota solo terutama untuk usaha jenis hotel 
mulai bermunculan dengan status hotel Syariah. Namun dalam pemenuhan 
sertifikasi atau surat ijin tentang hotel syariah belum sepenuhnya dimiliki, 
dan hanya sebatas kepemilikian perizinan usaha. Ini menjadi faktor 
kurangnya komunikasi dan informasi yang didapat oleh para pelaku usaha” 
6. Bagaimana tahapan-tahapan komunikasi tentang halal tourism? 
“Dalam pemenuhan dalam halal tourism di Indonesia dipegang oleh pihak 
MUI dalam bentuk sertifikasi halal. Untuk Dinas Pariwisata sendiri 
mendorong dan membantu dari para pelaku usaha dalam pemenuhan criteria 
yang ditentukan. Misalnya jika pelaku usaha agar bisa mendapatkan 
sertifikasi halal harus menjadi sebuah PT, Dinas Pariwisata bisa membentu 
dan dalam pengembangan usaha-usaha dikota Solo yang ingin mendapatkan 
sertifikasi dari pihak MUI.” 
 
 
 
 
 
 
  
 
Wawancara 2 
Narasumber 2 : Sri Partini, S.E., M.Si. 
Posisi  : Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata 
Surakarta 
Waktu  : 17 September 2018 Jam 10.00  
Tempat : Dinas Pariwisata Surakarta 
 
 
1. Apa saja tugas dan fungsi dari posisi Subbag Umum dan Kepegawaian? 
“Posisi ibu Sri Partini sebagai Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian 
Dinas Pariwisata Surakarta, beliau menjelaskan bahwa tugas utamanya 
adalah pelaksana di dinas pariwisata Surakarta dalam menjalankan tugasnya 
yang menyangkut kegiatan dinas ataupun kegiatan dari pegawai dinas.  
2. Apa saja tugas dan fungsi dari posisi Subbag Umum dan Kepegawaian? 
“Hampir sama dengan Humas namun lingkungannya di dinas dan 
penamannya Subbag Umum dan Kepegawaian. Dan utamanya yang 
terpenting fungsi utama adalah membuat surat atau melakukan kegiatan 
surat-menyurat ke pihak luar.“ 
3. Siapa saja pihak dinas lain yang ikut membantu terkait halal tourism? 
“Dinas Pariwisata berkomunikasi dengan seluruh lapisan Dinas yang dapat 
membantu dalam pengembangan Halal Tourism. Terutama di kota Solo 
yang akan kental dengan seni dan budayanya dan dari event-event tersebut 
di sangkutkan dengan Dinas Kebudayaan yang sebelumnya menjadi satu, 
sekarang dipisah menjadi Dinas Pariwisata sendiri dan Dinas Kebudayaan 
sendiri.  
4. Apakah terdapat komunikasi khusus dilingkungan dinas? 
“Jika terdapat event atau masalah yang besar dan penting, tentunya akan 
diadakan rapat secara keseluruhan oleh anggota Dinas Pariwisata untuk 
melakukan pendataan dan perencaaan apa saja yang perlu dan kurang dalam 
pelaksanaaan tugas masing-masing bidang dan seksi. Terutama jika event 
  
tersebut adalah event yang bertemakan event syariah atau event penting dan 
besar.” 
5. Bagaimana pentingnya tugas dari subbag umum dan kepegawaian? 
“Tentunya surat-menyurat adalah hal yang penting bagi dinas pariwisata 
dalam berkomunikasi atau berhubungan dengan pihak luar agar adanya 
urusan atau keperluan yang sedang dijalankan bersama dapat berjalan sesuai 
dengan yang diinginkan dan direncanakan. Terutama dinas pariwisata 
bertanggung jawab dengan industri pariwisata yang komponen utamanya 
dari para pelaku usaha.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Wawancara 3 
Narasumber 3 : Wahyu Kristina, S.S., M.M 
Posisi  : Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Surakarta 
Waktu  : 17 September 2018 Jam 14.00  
Tempat : Dinas Pariwisata Surakarta 
 
 
1. Apa saja tugas dari bidang pemasaran? 
“Kota solo dapat berkembang dalam pengembangan halal tourismnya, 
terutama didukung dengan adanya potensi dari para pelaku usaha. Dalam 
mengembangkan halal tourism tentunya dari bidang pemasaran memiliki 
tugas utama dalam memasarkan pariwisata dikota solo. “ 
2. Bagaimana komunikasi yang digunakan oleh Dinas? 
“Dengan langkah-langkah yang dilakukan diantara dengan ikut serta event-
event besar yang secara tidak langsung memasarkan pariwisata di kota solo. 
Kedepannya yang ingin dicapai adalah bagaimana masyarakat dapat tertarik 
dan berminat untuk berkunjung ke kota solo.  
3. Apa hubungan bidang pemasaran dengan pariwisata halal? 
“Dengan berkembangnya pariwisata tersebut, tentunya juga akan 
memunculkan peluang untuk mengembangkan halal tourism di kota solo. 
Namun hal itu juga perlu proses dari pemasaran dari pariwisata tersebut 
terlebih dahulu.” 
4. Apa pencapaian yang harus dicapai? 
“Saat ini pencapaian utama adalah mewujudkan pariwisata dikota solo bisa 
bersaing dengan kota-kota yang sudah dikenal oleh para wisatawan asing 
maupun mancanegaranya dengan wisata tentang seni, budaya, dan lain-
lainnya.” 
5. Apa pentingnya pemasaran dalam komunikasi di Dinas? 
“Tentunya bisa memasarkan atau menawarkan produk yang tersedia di kota 
surakarta dalam hal industri pariwisatanya. Ataupun membuat rekomendasi 
  
apa saja yang menjadi ikon pariwisata dari kota solo. Terutama jika terdapat 
event-event besar dan islami yang sedang diadakan di kota solo.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Wawancara 4 
Narasumber 4 : Tri Rusnita, S.E., M.M. 
Posisi  : Seksi Informasi dan Promosi Dinas Pariwisata Surakarta 
Waktu  : 18 September 2018 Jam 15.00  
Tempat : Dinas Pariwisata Surakarta 
 
 
1. Apa saja tugas dan fungsi dari seksi informasi dan promosi. 
“Tentunya membantu dibidang pemasaran karena seksi informasi dan 
promosi berada di anggota bidang pemasaran. Namun jika dalam hal tugas 
dan fungsinya tentu dalam hal pendataaan informasi dan promosi segala 
pariwisata dikota solo.” 
2. Bagaimana tahapan komunikasi yang saat ini sedang berlangsung? 
“Dinas Pariwisata saat ini untuk pelaku usaha baru memegang dari pelaku 
usaha di biro wisata umrah dan haji. Untuk pelaku usaha lainnya seperti 
hotel masih dipegang oleh persatuan hotel Indonesia. Namun jika pelaku 
usaha tersebut membutuhkan tentang perizinan atau tentang pembuatan 
sebuah usaha, maka dinas pariwisata akan bekerja sama dengan Dinas Satu 
Pintu dalam memudahkan pembuatan ijin tersebut.” 
3. Usaha apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan komunikasi Dinas? 
“Tentunya dalam hal informasi, para pelaku usaha masih belum paham 
sepenuhnya tentang bagaimana apa saja syarat yang harus dipenuhi. Dan 
dalam perizinan usaha sendiri Dinas Pariwisata akan memberikan bantuan 
kepada para pelaku usaha yang belum memiliki izin atau mendapat 
kesulitan karena perizinan usaha dipegang oleh Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).” 
4. Apa pencapaian utama yang harus dicapai? 
“Saat ini pengembangan pariwisata kota solo yang dari tahun ketahun mulai 
merenovasi dan menambah potensi wisatanya mulai dari pihak pemerintah, 
pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengembangan 
pariwisata. Terutama kota solo memiliki citra kota yang ramah dan layak 
  
untuk dihuni di Indonesia itu menjadi nilai tambah para pelaku usaha dalam 
pengembangan halal tourism.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Wawancara 5 
Narasumber 5 : Devi 
Posisi  : Manager Goela Klapa Resto Surakarta 
Waktu  : 20 September 2018 Jam 10.00  
Tempat : Rumah Makan Goela Klapa Solo 
 
1. Apakah  yang diketahui tentang pariwisata halal? 
“Pariwisata halal adalah pariwisata yang dalam lingkungan tersebut terdapat 
fasilitas yang ramah dan sesuai dengan nilai syariah, terutama dalam hal 
kuliner makanan dan minumannya.” 
2. Bagaimana peran para pelaku usaha dalam pariwisata halal? 
“Untuk saat ini kami mendukung dalam hal kuliner dari berbagai macam 
makanan, minuman, ataupun snack yang halal karena kami citra dimana 
restoran memiliki sertfikasi halal dari MUI akan menghidangkan kuliner yang 
berstandarisasi halal.” 
3. Apakah fungsi adanya label halal atau pariwisata halal? 
“Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terutama umat muslim tidak 
takut apakah makanan tersebut halal atau tidak. Dan menjadi nilai tambah 
kepada pihak kami dalam standarisasi makanan halal.” 
4. Siapa saja yang berperan dalam komunikasi dengan pihak lain? 
“Tentunya pihak dari pemiliki Goela Klapa Resto yang menjalin hubungan 
dengan pemerintah dari ijin usaha maupun adanya acara-acara pemerintahan 
yang besar, kami pihak dari Goela Klapa dapat melayani dengan maksimal dan 
memberikan kepercayaan kepada masyarakat terutama pemerintah.” 
5. Apakah ada hubungan dengan pihak dinas terkait ataupun dari MUI? 
“Tentunya kami dalam pemenuhan sertifikasi halal berkomunikasi langsung 
dengan pihak MUI dari aspek kuliner makanan dan minuman kami. Sertfiikasi 
halal kami untuk tahun ini kami mengajukan proposal dan komunikasi kembali 
dengan MUI dengan tujuan perpanjangan masa berlaku sertifikasi kami 
menjadi tahun  2023.” 
 
  
6. Bagaimana komunikasi dengan pihak lain terbentuk? 
“Pihak dari Goela Klapa sendiri untuk pemenuhan standarisasi MUI 
berkomunikasi secara tidak langsung dalam inspeksi yang dilakukan oleh MUI 
sekitar 1 atau 2 kali dalam setahun untuk mensurvei standarisasi dari kuliner 
kami apakah masih sama atau menurun.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Wawancara 6 
Narasumber 6 : Surtanti 
Posisi  : Manager Dewangga All Hajj Umroh Surakarta 
Waktu  : 21 September 2018 Jam 09.00 
Tempat : Dewangga Biro Haji dan Umroh Surakarta 
 
 
1. Apakah  yang diketahui tentang pariwisata halal? 
“Inti dari pariwisata halal itu adalah pariwisata yang dalam fasilitas ataupun 
tema yang disediakan kepada para wisatawan itu sesuai dengan nilai-nilai 
syariah dalam hal kuliner, tempat wisata, suasana, dan manfaat yang 
didapatkan.” 
2. Bagaimana peran para pelaku usaha dalam pariwisata halal? 
“Tentunya kita menjadi komponen utama karena pariwisata tentunya yang 
menjadi pelaksananya adalah para pelaku usaha dalam lokasi wisata tersebut. 
Usaha tersebut mencakup berbagai hal, terutama kami yang bergerak dibidang 
biro wisata” 
3. Apakah fungsi adanya label halal atau pariwisata halal? 
“Dalam hal sertifikasi halal untuk saat ini hanya ditemukan dalam tempat 
makan saja, namun ini menjadi nilai tambah dan menjadi referensi kepada para 
wisatawan bahwa tempat wisata yang disediakan dapat menyajikan makanan 
dan minuman halal dan sudah bersetifikasi.” 
4. Siapa saja yang berperan dalam komunikasi dengan pihak lain? 
“Untuk pihak kami tentunya berkomunikasi dengan pihak pemerintah yang 
memberikan ijin dalam pelaksanaan wisata kami, terutama haji dan umroh 
yang sangat utama dibanding lainnya.” 
5. Apakah ada hubungan dengan pihak dinas terkait ataupun dari MUI? 
“Dalam hal perizinan kita dari pihak biro haji dan umroh dipegang oleh 
Kementrian agama dan Dinas Pariwisata Surakarta. Dalam hal keagamaan 
tentunya kita perlu perizinan dan berkoordinasi dengan pihak kementrian 
  
agama. Sedangkan untuk Dinas Pariwisata Surakarta tentnunya dalam halal 
perizinan usaha yang menyangkut hal wisata” 
6. Bagaimana komunikasi dengan pihak lain terbentuk? 
“Koordinasi dari pihak kami tentunya ada tim-tim khusus dari kami yang 
nantinya akan mempersiapkan segala sesuatunya dalam pelaksanaan wisata. 
Mulai dari hal keagaman dari Kementrian agama, dan aspek wisata dari dinas 
pariwasata surakarta. Tentunya kami berkomunikasi dengan pihak Kementrian 
Agama dan Dinas Pariwisata untuk perizinan terlebih dahulu.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Wawancara 7 
Narasumber 7 : Rizal Ario Kusumo 
Posisi  : Manager Hotel Zaen Syariah Surakarta 
Waktu  : 21 September 2018 Jam 09.00  
Tempat : Hotel Zaen Syariah Surakarta 
 
 
1. Apakah  yang diketahui tentang pariwisata halal? 
“Pariwisata halal itu adalah pariwisata yang menerapkan hukum syariah yang 
terkandung dalam wisata tersebut dan ramah untuk wisatawan beragama 
islam.” 
2. Bagaimana peran para pelaku usaha dalam pariwisata halal? 
“Pelaku usaha tentunya menjadi komponen utama dalam sebuah wisata. Jadi 
pelaku usaha menjadi nilai untuk menggambarkan dan memberikan tema 
wisata tersebut. Dan pelaku usaha tentu akan menjadi gambaran dalam wisata 
tersebut, terutama dalam pariwisata halal.” 
3. Apakah fungsi adanya label halal atau pariwisata halal? 
“Label halal tentu membuat kepercayaan kepada pelanggan bahwa tempat 
tersebut sudah berstandarisasi dari MUI.” 
4. Siapa saja yang berperan dalam komunikasi dengan pihak lain? 
“Untuk saat ini kami masih bekerja sama hanya dengan pelaku usaha lain yang 
pemiliknya sama dengan hotel zaen syariah. Namun pelaku usaha tersebut 
tidak berhubungan dengan pariwisata halal.” 
5. Apakah ada hubungan dengan pihak dinas terkait ataupun dari MUI? 
“Hubungan dengan pemerintah tentunya dengan dibuatnya perizinan usaha 
kepada masyarakat sekitar dan pemerintah. Karena didaerah kami berdekatan 
dengan 2 pondok, kami disarankan untuk membuat usaha yang menerapkan 
hukum syariah, dan akhirnya terbentuklah hotel zaen syariah.  
6. Bagaimana komunikasi dengan pihak lain terbentuk? 
“Untuk saat ini masih sebatas dengan pelaku usaha yang lingkungannya masih 
pemilik dari hotel zaen syariah. Dengan pihak lain tentunya dengan pemerintah 
  
untuk masalah perizinan usaha dan standarisasi dari kami sebagai hotel 
syariah.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Wawancara 8 
Narasumber 8 : KH Subari 
Posisi  : Ketua Umum MUI Surakarta 
Waktu  : 23 September 2018 Jam 19.00  
Tempat : Balai Muhammadiyah Surakarta 
 
 
1. Apa definisi pariwisata halal? 
“Pariwisata halal itu sebuah lingkungan pariwisata yang menerapkan hukum 
syariah dari fasilitas, wisata, lingkungan, dan lain-lainnya yang dapat 
mencakup hukum syariah didalamnya.” 
2. Bagaimana peran MUI dalam pariwisata halal? 
“Kami dari pihak MUI membuat aturan standarisasi mulai dari makanan, 
minuman, kosmetik yang halal dan tidak mengandung babi itu seperti apa. Dan 
kami membuat sebuah sertfikasi halal untuk para pelaku usaha yang sudah 
memenuhi standarisasi dari kami dengan logo halal MUI. Untuk saat ini kota 
Surakarta belum bisa mengeluarkan sertifikasi halal.” 
3. Siapa saja yang bekerja sama dengan MUI? 
“Kami bekerja sama dengan pihak pemerintah terutama jika kami memberikan 
sebuah sertfikasi halal kepada pelaku usaha, kami bisa mendapatkan informasi 
dari perizinan usaha yang telah didata dan diperbolehkan pelaku usaha tersebut 
dapat berjalan.” 
4. Bagaimana komunikasi MUI dengan pihak lain? 
“Dari pihak MUI Surakarta untuk saat ini masih sebatas bagaimana 
penyembelihan yang baik, jadi kami baru berkomunikasi dengan pihak dinas 
ternak.  
5. Apa saja syarat dalam pemenuhan sertifikasi halal MUI? 
“Dari pihak dari pelaku usaha perlu memberikan proposal pengajuan kepada 
pihak dari MUI, dan nantinya kita akan melakukan survei dan uji terlebih 
dahulu untuk mendata dari makanan, minuman, atau kosmetik tersebut. Dan 
setelah kita data, maka akan kita analisa apakah layak untuk mendapatkan 
  
sertfikasi. Dan yang utama dalam analisanya tidak terdapat kandungan lemak 
babi karena itu sudah tidak termasuk kedalam standarisasi halal dari MUI.” 
6. Bagaimana perkembangan pariwisata halal yang ada dikota surakarta? 
“Saat ini sudah didukung oleh pihak dari pelaku usaha, namun karena tidak 
adanya regulasi maka untuk saat ini masih dalam pengembangan kepada 
peluang apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan halal tourism 
dikota Surakarta. Namun untuk standarisasi sertifikasi halal saat ini masih 
diwakilkan ke MUI tingkat provinsi.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 3 Lokasi Penelitian : 
 
Gedung Dinas Pariwisata Surakarta 
 
Kalender Evenet Solo Bulan Juli 2018 
 
Lobby Lantai 2 
  
 
Lobby Lantai 2 
 
Lobby Lantai 2 
 
Tangga Menuju Lantai 2 
  
 
Ruangan Kantor Subbag Tata Usaha 
 
Pintu Depan Kantor Subbag Tata Usaha 
 
Wawancara dengan Bapak Suwoto selaku S. H. Kepala Bidang Destinasi dan 
Industri Pariwisata di Dinas Pariwisata Surakarta (18 September 2018 Jam 14.00) 
  
 
Wawancara dengan Ibu Sri Partini, S.E., M.Si. selaku Kepala Subbag Umum dan 
Kepegawaian di Dinas Pariwisata Surakarta (17 September 2018 Jam 10.00) 
 
Wawancara dengan Ibu Wahyu Kristina, S.S., M.M selaku Kepala Bidang 
Pemasaran di Dinas Pariwisata Surakarta (17 September 2018 Jam 14.00) 
 
Wawancara dengan Ibu Tri Rusnita, S.E., M.M. selaku Seksi Informasi dan 
Promosi di Dinas Pariwisata Surakarta (18 September 2018 Jam 15.00) 
  
 
 
Wawancara dengan Ibu Devi selaku Manager dari Goela Klapa Resto di Surakarta 
(20 September 2018 Jam 10.00) 
 
Wawancara dengan Ibu Surtanti selaku Manager dari Dewangga Lil Hajj Walu 
Umroh di Surakarta (21 September 2018 Jam 09.00) 
  
 
Wawancara dengan Bapak Rizal Ario Kusumo selaku Manager dari Hotel Zaen 
Syariah di Surakarta (21 September 2018 Jam 09.00) 
 
 
Wawancara dengan KH Subari selaku Ketua Umum MUI di Surakarta (23 
September 2018 Jam 19.00) 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 4 : 
Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian 
 
 
